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ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN
BERAGAMA PADA PASAL TINDAK PIDANA

AGAMA DALAM KUHP NASIONAL

Oleh :

Dwinta Yulyanti

Penerapan Pasal 300 KUHP Nasional hingga Pasal 305 KUHP Nasional mengatur
tindak pidana terhadap kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan.
Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan permusuhan,
kebencian, dan diskriminasi yang berbasis agama. Namun, di sisi lain, ada
kekhawatiran bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk membatasi
kebebasan beragama dan mengekang ekspresi keyakinan individu. Kebijakan
hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan
kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, penting untuk
menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama
dalam pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional dan apa implikasi yuridis
dari kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam pasal tindak
pidana agama dalam KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh
metode yuridis empiris. Narasumber Penelitian adalah Kasubdit 1 Dit Reskrim
Polda Lampung, Ketua FKUB Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer,
data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap
kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional
berupa Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan komponen penting dari
kebijakan hukum pidana (penal policy) secara keseluruhan. Kebijakan formulasi
hukum pidana adalah tahapan awal dalam politik hukum pidana yang menetapkan
norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk di dalamnya delik agama. Dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui
UU No. 1 Tahun 2023, kebijakan ini tercermin dalam Pasal 300 - Pasal 305
KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, keyakinan,
dan peribadatan. Formulasi delik agama ini bertujuan untuk melindungi ketertiban
umum serta menghindari konflik sosial akibat ujaran atau tindakan yang dianggap
menyerang agama tertentu. Salah satu implikasi yuridis dari Pasal 300 - Pasal 305
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KUHP Nasional KUHP Nasional adalah munculnya risiko bahwa norma-norma
ini, meskipun ditujukan untuk melindungi kerukunan beragama dengan mengatur
larangan permusuhan, kebencian, maupun hasutan terhadap agama atau
kepercayaan lain, justru berpotensi berubah menjadi pasal karet yang rawan salah
tafsir.

Saran dari penelitian ini yaitu, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih
efektif dalam mencegah dan menindak tindakan yang mengganggu kebebasan
beragama dan berkeyakinan. Namun, juga mengingatkan bahwa implementasi
Pasal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan untuk
membatasi kebebasan beragama. Diharapkan kepada Pemuka agama diperlukan
peran dalam menyampaikan nilai-nilai kebebasan beragama kepada masyarakat
lintas agama. Dengan edukasi yang konsisten dan sosialisasi yang tepat,
diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan sadar hukum
dalam menjaga keberagaman di Indonesia

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kebebasan Beragama, KUHP
Nasional



ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY ON RELIGIOUS FREEDOM IN
THE ARTICLE ON RELIGIOUS CRIMES IN

THE NATIONAL KUHP

By:

Dwinta Yulyanti

The application of Article 300 of the National Criminal Code to Article 305 of the
National Criminal Code regulates criminal offenses against belief, and religious
life or belief. These articles aim to protect the public from acts of hostility, hatred
and discrimination based on religion. However, on the other hand, there are
concerns that these provisions can be misused to restrict religious freedom and
curb the expression of individual beliefs. Criminal law policy should take into
account the principles of human rights and religious freedom guaranteed by the
constitution. In this case, it is important to analyze how the criminal law policy
towards freedom of religion in the article on religious crimes in the National
Criminal Code and what are the juridical implications of the criminal law policy
towards freedom of religion in the article on religious crimes in the National
Criminal Code.

The research method used is normative juridical and supported by empirical
juridical methods. The research sources are the Head of Sub-Directorate 1 of the
Criminal Investigation Directorate of the Lampung Police, the Head of the
Lampung FKUB, and Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law,
University of Lampung. The data used are primary data, secondary data, and
tertiary data. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results of research and discussion on criminal law policies regarding
religious freedom in the article on religious crimes in the National Criminal Code
in the form of criminal law formulation policies are an important component of
the overall criminal law policy (penal policy). The criminal law formulation policy
is the initial stage in criminal law politics that establishes legal norms formulated
in laws and regulations, including religious crimes. In the National Criminal Code
which was ratified through Law No. 1 of 2023, this policy is reflected in Articles
300 to Articles 305 of the National Criminal Code which regulate criminal acts
against religion, beliefs, and worship. The formulation of this religious crime
aims to protect public order and avoid social conflict due to speech or actions that
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are considered to attack a particular religion. One of the juridical implications of
Articles 300–305 of the National Criminal Code is the risk that norms this, even
though it is intended to protect religious harmony by regulating the prohibition of
enmity, hatred, or incitement against other religions or beliefs, actually has the
potential to turn into a rubber article that is prone to misinterpretation, because
terms such as "inciting" are not clearly defined in the law or its explanation so
that law enforcement officials can draw broad interpretations of religious
expressions, critical discussions, or academic works of a public nature.

With these articles, it is hoped that law enforcement officers can be more effective
in preventing and prosecuting actions that interfere with freedom of religion and
belief. However, it also reminds us that the implementation of these articles must
be carried out carefully and not misused to limit freedom of religion. It is
necessary to deform or decriminalize several provisions in religious crimes,
especially those that are more ethical-moral in nature or can be resolved through
a non-penal approach, such as mediation, public education, or restorative justice
mechanisms. The criminal law approach should be the ultimum remedium (last
resort), not the main repressive tool in dealing with religious issues.

Keywords: Criminal Law Policy, Freedom of Religion, National Criminal Code
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“Perihal takdir, Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku,
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“ Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya”

(QS. An-Najm; 39)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut

diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan

selayak yang kau harapkan”

( Maudy Ayunda)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ke$be$basan be$ragama me$ru$pakan hak asasi yang e$se$nsial u$ntu$k individu$, dijamin

ole$h be$rbagai instru$me$n hu$ku$m inte$rnasional dan nasional Di Indone$sia,

ke$be$basan be$ragama dilindu$ngi di bawah U$U$D 1945 dan be$rbagai u$ndang-u$ndang

lainnya. Me$skipu$n de$mikian, praktik ke$be$basan be$ragama du$nia nyata di

Indone$sia se$ring me$nghadapi komple$ksitas dan masalah hu$ku$m. Salah satu$ aspe$k

te$rpe$nting dari situ$asi ini adalah bagaimana hu$ku$m pidana nasional me$lindu$ngi

dan me$ngatu$r ke$be$basan be$ragama me$lalu$i ke$te$ntu$an ke$te$ntu$an dalam Kitab

U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP).1

Indone$sia adalah ne$gara yang me$nganu$t prinsip Bhinne$ka Tu$nggal Ika, yang

be$rarti be$rbe$da-be$da te$tapi te$tap satu$. Prinsip ini me$njadi landasan dalam

ke$hidu$pan be$rbangsa dan be$rne$gara, te$rmasu$k dalam hal ke$be$basan be$ragama.2

Ke$be$basan be$ragama di Indone$sia dijamin ole$h U$ndang-U$ndang Dasar 1945 Pasal

29 Ayat (2) yang me$nyatakan bahwa "Ne$gara me$njamin ke$me$rde$kaan tiap- tiap

pe$ndu$du$k u$ntu$k me$me$lu$k agamanya masing-masing dan u$ntu$k be$ribadat me$nu$ru$t

agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu$." Me$skipu$n de$mikian, ke$be$basan be$ragama

Indone$sia ju$ga diatu$r dalam Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP),

te$ru$tama pada Pasal yang be$rkaitan de$ngan tindak pidana agama.

KU$HP Nasional Indone$sia me$mu$at be$rbagai Pasal yang me$ngatu$r te$ntang tindak

pidana yang be$rkaitan de$ngan agama. Pasal 300 - Pasal 305 KU$HP Nasional

khu$su$s me$ngatu$r te$ntang tindak pidana yang me$libatkan agama. Pasal inidibu$at

u$ntu$k me$lindu$ngi ke$be$basan be$ragama dan me$nce$gah tindakan yang dapat

me$ru$sak ke$ru$ku$nan antar u$mat be$ragama. Dalam hu$ku$m pidana, pe$nting

1Rahayu, T. "Kebebasan Beragama dan Tantangan Hukum Pidana dalam Era Demokrasi di
Indonesia," Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 13, No. 4, 2021, hlm. 421-439.
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36A.
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u$ntu$k me$mahami bagaimana Pasal ini dite$rapkan dan dampaknya te$rhadap

ke$be$basan be$ragama di Indone$sia.3 Pasal dalam KU$HP Nasional ini me$njadi

instru$me$n pe$nting dalam me$ngatu$r ke$hidu$pan be$ragama di Indone$sia. Me$skipu$n

de$mikian, pe$laksanaannya se$ring kali me$nghadapi tantangan, te$ru$tama dalam hal

inte$rpre$tasi dan pe$ne$gakan hu$ku$m yang adil dan tidak diskriminatif.

Indone$sia, se$bagai ne$gara de$ngan plu$ralitas agama dan bu$daya yang tinggi,

me$ne$mpatkan ke$be$basan be$ragama se$bagai hak fu$ndame$ntal yang dijamin ole$h

konstitu$si. U$ndang-U$ndang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) me$ne$gaskan bahwa

"Ne$gara me$njamin ke$me$rde$kaan tiap-tiap pe$ndu$du$k u$ntu$k me$me$lu$k agamanya

masing-masing dan u$ntu$k be$ribadat me$nu$ru$t agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu$.4

Dalam ke$rangka ini, be$rbagai pe$ratu$ran hu$ku$m, te$rmasu$k Kitab U$ndang-U$ndang

Hu$ku$m Pidana (KU$HP), dibu$at u$ntu$k me$lindu$ngi ke$be$basan be$ragama dan

me$njaga ke$te$rtiban u$mu$m se$rta ke$ru$ku$nan antar u$mat be$ragama.

Pasal 302 KU$HP Nasional me$ru$pakan salah satu$ pasal yang dirancang u$ntu$k

me$mastikan ke$be$basan be$ragama di Indone$sia te$rlindu$ngi. Pasal ini se$cara khu$su$s

me$ngatu$r me$nge$nai tindak pidana yang me$nghalang-halangi atau$ me$rintangi

pe$laksanaan u$pacara ke$agamaan yang sah.5 Hal ini me$nce$rminkan komitme$n

ne$gara u$ntu$k me$nghormati dan me$lindu$ngi hak se$tiap individu$ dan ke$lompok

u$ntu$k me$njalankan ibadat se$su$ai de$ngan agama dan ke$pe$rcayaannya tanpa

ganggu$an.

Pasal 302 KU$HP Nasional me$ne$gaskan bahwa tindakan me$nghalang-halangi

atau$ me$rintangi pe$laksanaan u$pacara ke$agamaan yang sah adalah tindak pidana

yang dapat dike$nai hu$ku$man pe$njara paling lama lima tahu$n atau$ de$nda paling

banyak e$nam ratu$s ru$piah.

3 M. Ali, "Hukum Pidana dan Kebebasan Beragama di Indonesia," Jurnal Hukum, vol. 15, no. 2
(2020): 123-145.
4 UUD 1945, Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk”
5 Ahmad, R. (2021). "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal
Hukum dan Keadilan, vol. 12, no. 1, pp. 45-62.
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Ne$gara Indone$sia se$bagai Ne$gara yang be$rdasarkan Pancasila me$ne$mpatkan

agama pada ke$du$du$kan pe$nting dan me$mpu$nyai pe$ranan se$rta me$njadi sasaran

dalam pe$mbangu$nan. De$ngan de$mikian ke$pe$ntingan agama pe$rlu$ me$mpe$role$h

pe$rlindu$ngan hu$ku$m, se$hingga sangat wajar apabila dalam KU$HP Nasional

te$rdapat pe$ngatu$ran te$rhadap tindak pidana agama.6 Pe$rlindu$ngan ke$be$basan

be$ragama te$rmaktu$b dalam U$ndang-U$ndang Dasar Tahu$n 1945 Pasal 29 Ayat (1)

dan (2), akan te$tapi pe$me$rintah be$lu$m me$ne$ntu$kan agama dan ke$pe$rcayaan apa

saja yang diaku$i se$cara sah. Walau$pu$n pada akhirnya ke$pu$tu$san Pre$side$n di e$ra

Gu$s Du$r me$ne$tapkan e$nam agama yang diaku$i se$cara sah di Indone$sia, te$tapi

statu$s agama lainnya be$lu$m diakomodir se$cara me$rata.

Me$skipu$n mayoritas pe$ndu$du$k Indone$sia me$me$lu$k agama Islam, ru$ang bagi

pe$me$lu$k agama lain u$ntu$k me$njalankan ajaran agamanya te$tap diu$payakan dan

dijaga. Salah satu$ wu$ju$d nyata dari imple$me$ntasi prinsip ke$be$basan be$ragama

te$rse$bu$t adalah pe$ndirian te$mpat-te$mpat ibadah lintas agama yang te$rse$bar di

be$rbagai wilayah di Indone$sia. Salah satu$ contohnya adalah pe$mbangu$nan Ku$il

Shri Sanathana Dharma Aalayam atau$ yang le$bih dike$nal de$ngan Jakarta Mu$ru$gan

Te$mple$ di Kalide$re$s, Jakarta Barat.

Jakarta Mu$ru$gan Te$mple$ me$ru$pakan ku$il Hindu$ pe$rtama di Jakarta yang

dide$dikasikan se$cara khu$su$s u$ntu$k pe$mu$jaan te$rhadap De$wa Mu$ru$gan, salah

satu$ de$wa u$tama dalam tradisi Hindu$ Tamil. Pe$mbangu$nan ku$il ini dimu$lai pada

tanggal 14 Fe$bru$ari 2020 dan dire$smikan pada tanggal 2 Fe$bru$ari 2025. De$ngan

lu$as lahan se$kitar 4.000 me$te$r pe$rse$gi, ku$il ini me$njadi salah satu$ ku$il Mu$ru$gan

te$rbe$sar di Asia Te$nggara. Ku$il ini tidak hanya me$njadi pu$sat ibadah bagi u$mat

Hindu$ Tamil dan India di Indone$sia, namu$n ju$ga me$njadi simbol tole$ransi dan

ke$bine$kaan yang me$nce$rminkan se$mangat pe$rsatu$an dalam ke$be$ragaman

masyarakat Indone$sia.7

6 Santoso, A. (2021). "Pancasila dan Perlindungan Agama dalam Hukum Pidana Indonesia."
Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 16, no. 1, pp. 50-68).
7 Kompas.com, "Jadi Simbol Kebinekaan, Jakarta Murugan Temple Akan Diresmikan Awal
Februari," 18 Januari 2025 diakses dari
https://travel.kompas.com/read/2025/01/18/153743927/jadi-simbol-kebinekaan-jakarta-murugan-
temple-akan-diresmikan-awal-februari.
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Ke$be$radaan ku$il ini me$nu$nju$kkan bahwa pe$me$rintah dan masyarakat Indone$sia

me$mbu$ka ru$ang bagi ke$lompok minoritas u$ntu$k me$mbangu$n sarana ibadah yang

re$pre$se$ntatif, se$kaligu$s me$mpe$rlihatkan bahwa nilai-nilai mu$ltiku$ltu$ralisme$ dapat

hidu$p be$rdampingan se$cara harmonis di te$ngah masyarakat u$rban se$pe$rti Jakarta.

Se$lain itu$, ku$il ini ju$ga me$mu$at be$rbagai simbol dan orname$n yang

me$nggabu$ngkan u$nsu$r bu$daya India, Bali, dan Jawa, yang me$nu$nju$kkan adanya

aku$ltu$rasi bu$daya dan ke$te$rbu$kaan dalam praktik ke$agamaan.

Hu$ku$m pidana Indone$sia me$ngatu$r se$gala aspe$k ke$hidu$pan masyarakatnya,

kare$na be$rkaitan de$ngan fu$ngsinya se$bagai kontrol sosial mau$pu$n re$kayasa sosial.

Adanya pe$ngatu$ran tindak pidana agama adalah amanat konstitu$si. Hadirnya

konflik yang be$rnu$ansa agama me$mbu$at citra Indone$sia me$njadi ke$ru$h di mata

du$nia, pasalnya ne$gara Indone$sia adalah ne$gara yang me$nju$nju$ng tinggi tole$ransi

dan sangat me$nghormati ke$ane$karagaman bangsanya. Bhine$ka tu$nggal ika se$bagai

se$mboyan yang diagu$ng-agu$ngkan masyarakatnya be$rbalik de$ngan hal itu$ kare$na

fakta yang te$rjadi adanya sikap tole$ransi masyarakat yang kadang ku$rang

me$mahami akan plu$ralnya masyarakat Indone$sia se$bagai re$alitas sosial.

Dinamika sosial-politik pasca-Re$formasi, ditandai de$ngan me$ningkatnya

polarisasi masyarakat be$rbasis agama, me$ndorong pe$me$rintah u$ntu$k me$ru$mu$skan

atu$ran yang le$bih kompre$he$nsif. Pasal ini ju$ga dapat dilihat se$bagai re$spons

te$rhadap me$ningkatnya kasu$s intole$ransi dan konflik be$rbasis agama yang te$rjadi

di be$rbagai dae$rah di Indone$sia. Se$bagai ne$gara de$ngan popu$lasi Mu$slim te$rbe$sar

di du$nia, Indone$sia me$nghadapi te$kanan inte$rnasional u$ntu$k me$nu$nju$kkan

komitme$nnya te$rhadap ke$be$basan be$ragama se$kaligu$s me$njaga harmoni sosial.

Pasal ini dapat dilihat se$bagai u$paya u$ntu$k me$re$spons e$kspe$ktasi global te$rse$bu$t.

Be$riku$t ini adalah tabe$l pe$rbandingan antara KU$HP Nasional We$tboe$k van

strafre$cht de$ngan KU$HP Nasional yaitu$ :
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Tabel 1. Pe$rbandingan ke$be$basan be$ragama dalam KU$HP Nasional We$tboe$k van
strafre$cht dan KU$HP

Aspe$k KU$HP Nasional We$tboe$k van
strafre$cht

KU$HP

Landasan Hu$ku$m Pasal 137 c-137e$ We$tboe$k van
Strafre$cht me$ngatu$r pe$nghinaan
ke$lompok agama dan
diskriminasi be$rbasis agama.

Pasal 300 - Pasal 305
KU$HP Nasional me$ngatu$r
pe$nghinaan agama,
pe$ru$sakan te$mpat ibadah,
dan ganggu$an te$rhadap
ke$be$basan be$ribadah.

De$finisi Ke$be$basan
Be$ragama

Le$bih me$ne$kankan ke$be$basan
individu$ u$ntu$k me$mpraktikkan
agama tanpa ganggu$an
diskriminasi atau$ hasu$tan.

Foku$s pada pe$rlindu$ngan
simbol agama, te$mpat
ibadah, dan pe$laksanaan
ibadah, te$tapi ku$rang
me$ne$kankan hak individu$.

Pe$nde$katan
Te$rhadap
Ke$be$basan
Be$ragama

Pe$nde$katan ne$tral, me$lindu$ngi
ke$be$basan be$ragama dari
diskriminasi atau$ ancaman
te$rhadap ke$lompok te$rte$ntu$.

Me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan
hu$ku$m, te$tapi se$ring kali
dianggap me$ngu$tamakan
agama mayoritas.

Hu$bu$ngan de$ngan
Ke$be$basan
Be$ragama

Me$ndu$ku$ng ke$be$basan be$ragama
tanpa me$ncampu$ri e$kspre$si
atau$ kritik te$rhadap agama
te$rte$ntu$.

Pasal ini be$rpote$nsi
me$mbatasi ke$be$basan
be$re$kspre$si yang be$rkaitan
de$ngan ke$yakinan agama
atau$ pandangan be$rbe$da

Sanksi Hu$ku$m Hu$ku$man le$bih ringan (maksimal
1 tahu$n) de$ngan foku$s pada
e$du$kasi dan pe$nce$gahan
diskriminasi.

Hu$ku$man pidana hingga 5
tahu$n u$ntu$k pe$nghinaan
agama, ganggu$an ibadah,
atau$ pe$ru$sakan te$mpat
ibadah.

Hu$bu$ngan de$ngan
Ke$be$basan
Be$ragama

Me$ndu$ku$ng ke$be$basan be$ragama
tanpa me$ncampu$ri e$kspre$si
atau$ kritik te$rhadap agama
te$rte$ntu$.

Pasal ini be$rpote$nsi
me$mbatasi ke$be$basan
be$re$kspre$si yang be$rkaitan
de$ngan ke$yakinan agama
atau$ pandangan be$rbe$da

E$fe$ktivitas dalam
Me$njamin
Ke$be$basan
Be$ragama

Le$bih e$fe$ktif dalam me$njamin
ke$be$basan
be$ragama kare$na me$ne$kankan
pada pe$nce$gahan diskriminasi
dan hasu$tan.

Masih me$njadi pe$rde$batan,
te$ru$tama dalam kasu$s-kasu$s
yang me$libatkan minoritas
atau$ pandangan alte$rnatif.

Su$mbe$r: KU$HP Nasional WvS dan KU$HP



6

Be$rdasarkan tabe$l di atas te$rdapat pe$rbe$daan diantara ke$du$a KU$HP Nasional

te$rse$bu$t yakni, KU$HP Nasional WvS (Be$landa) le$bih ne$tral dan be$rorie$ntasi pada

pe$rlindu$ngan ke$be$basan be$ragama se$bagai hak individu$, de$ngan foku$s pada

pe$nce$gahan diskriminasi dan hasu$tan ke$be$ncian. Se$dangkan pada KU$HP Nasional

(Indone$sia) me$ne$kankan pe$rlindu$ngan te$rhadap simbol agama, te$mpat ibadah, dan

pe$laksanaan ibadah, te$tapi ku$rang me$mpe$rhatikan ke$be$basan individu$ dalam

me$ngu$ngkapkan ke$yakinannya. Pasal ini ju$ga be$rpote$nsi me$mbatasi ke$be$basan

be$re$kspre$si. Ke$be$basan be$ragama ialah hak asasi yang dijamin se$cara

konstitu$sional dalam Pasal 28E$ Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) U$U$D 1945.8 Kitab

U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) yang be$rlaku$ di Indone$sia se$jak masa

kolonial Be$landa me$ru$pakan adopsi dari We$tboe$k van Strafre$cht voor

Ne$de$rlandsch-Indie$ (WvS), yang mu$lai be$rlaku$ pada tahu$n 1918 dan te$ru$s

digu$nakan hingga KU$HP Nasional disahkan pada tahu$n 2023 me$lalu$i U$ndang-

U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023. Salah satu$ aspe$k pe$nting dalam hu$ku$m pidana

Indone$sia yang me$ngalami pe$mbaru$an signifikan adalah me$nge$nai pe$ngatu$ran

ke$be$basan be$ragama dan pe$rlindu$ngan te$rhadap pe$rasaan ke$agamaan.

Ke$te$ntu$an me$nge$nai ke$be$basan be$ragama diatu$r dalam Pasal 156a pada KU$HP

lama (WvS), yang pada dasarnya me$larang pe$nodaan agama. Pasal ini me$nyatakan

bahwa “Barang siapa de$ngan se$ngaja di mu$ka u$mu$m me$nge$lu$arkan pe$rasaan

atau$ me$laku$kan pe$rbu$atan yang be$rsifat pe$rmu$su$han, pe$nyalahgu$naan

atau$ pe$nodaan te$rhadap su$atu$ agama yang dianu$t di Indone$sia, diancam de$ngan

pidana pe$njara.” Me$ski dimaksu$dkan u$ntu$k me$njaga ke$te$rtiban u$mu$m, pasal ini

ke$rap dianggap mu$ltitafsir dan digu$nakan u$ntu$k me$mbu$ngkam e$kspre$si

ke$agamaan te$rte$ntu$, te$ru$tama ole$h ke$lompok minoritas. Se$me$ntara itu$, dalam

KU$HP Nasional yang baru$ (U$U$ No. 1 Tahu$n 2023), pe$nde$katan te$rhadap

isu$ ke$be$basan be$ragama ce$nde$ru$ng le$bih te$rstru$ktu$r dan tu$al. Pe$ngatu$ran

me$nge$nai pe$nodaan agama te$tap dipe$rtahankan, yaitu$ dalam Pasal 302 KU$HP dan

Pasal 304 - Pasal 307 KU$HP Nasional. Namu$n, re$daksi Pasal ini me$mbe$rikan

batasan yang le$bih je$las me$nge$nai u$nsu$r niat, tindakan, se$rta pe$rlindu$ngan

te$rhadap minoritas ke$agamaan. Misalnya, Pasal 302 KU$HP Nasional

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29
Ayat (2)."
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me$nye$bu$tkan bahwa pe$rbu$atan yang dianggap me$nye$rang ke$yakinan agama haru$s

dilaku$kan de$ngan "niat pe$rmu$su$han dan dilaku$kan se$cara te$rbu$ka," se$hingga tidak

se$tiap kritik atau$ e$kspre$si ke$yakinan otomatis dikate$gorikan se$bagai tindak pidana.

Le$bih jau$h, KU$HP Nasional ju$ga me$mbe$rikan ru$ang pe$rlindu$ngan te$rhadap

praktik ibadah dan ke$giatan ke$agamaan se$bagaimana dijamin dalam konstitu$si.

KU$HP Nasional ini ju$ga me$ncantu$mkan Pasal yang me$ngatu$r sanksi te$rhadap

pe$rbu$atan me$nghalangi orang lain dalam me$njalankan ibadah (Pasal 300), yang

me$nu$nju$kkan se$mangat u$ntu$k me$lindu$ngi hak be$ragama se$cara aktif, bu$kan hanya

me$nindak pe$langgaran.

Se$cara u$mu$m, pe$rbandingan antara KU$HP Nasional WvS dan KU$HP Nasional

me$nu$nju$kkan adanya pe$rge$se$ran paradigma dari pe$nde$katan yang re$pre$sif

te$rhadap e$kspre$si ke$agamaan me$njadi pe$nde$katan yang le$bih akomodatif,

konstitu$sional, dan be$rbasis pada hak asasi manu$sia. Hal ini se$jalan de$ngan

prinsip-prinsip ke$be$basan be$ragama se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 28E$ dan

Pasal 29 U$U$D 1945, se$rta standar inte$rnasional yang te$rcantu$m dalam Kove$nan

Inte$rnasional te$ntang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang te$lah diratifikasi

Indone$sia me$lalu$i U$U$ No. 12 Tahu$n 2005. De$ngan de$mikian, KU$HP Nasional

dapat dipandang se$bagai langkah maju$ dalam me$njamin dan me$nye $imbangkan

antara pe$rlindu$ngan te$rhadap agama dan ke$be$basan individu$ u$ntu$k me$yakini,

me$me$lu$k, dan me$nge$kspre$sikan agamanya se$cara damai di ru$ang pu$blik.Hak ini

ju$ga diaku$i dalam be$rbagai instru$me$n hu$ku$m inte$rnasional, se$pe$rti De$klarasi

U$nive$rsal Hak Asasi Manu$sia (DU$HAM) Pasal 18 dan U$U$ No. 12 Tahu$n 2005

te$ntang Kove$nan Inte$rnasional te$ntang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang te$lah

diratifikasi ole$h Indone$sia. Namu$n, pe$laksanaan ke$be$basan be$ragama di Indone$sia

se$ring kali me$nghadapi tantangan dalam praktiknya, te$ru$tama te$rkait de$ngan Pasal

tindak pidana agama yang te$rdapat dalam KU$HP.

Pasal dalam KU$HP Nasional yang me$ngatu$r tindak pidana agama be$rtu$ju$an u$ntu$k

me$njaga ke$ru$ku$nan antar u$mat be$ragama dan me$lindu$ngi ke$te$rtiban u$mu$m. Salah

satu$ Pasal yang me$njadi pe$rhatian adalah Pasal 156a KU$HP Nasional (U$U$ lama),
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yang me$ngatu$r tindak pidana pe$nodaan agama.9 Pasal ini ju$ga diadopsi dan

dipe$rbaru$i dalam KU$HP Nasional Yang disahkan pada De$se$mbe$r 2022. Namu$n,

imple$me$ntasi dan su$bstansi dari pasal ini me$nimbu$lkan be$rbagai pe$rsoalan hu$ku$m

yang komple$ks.

Pasal ini me$nce$rminkan komple$ksitas dalam me$ngkodifikasi isu$ se$nsitif se$pe$rti

agama ke$ dalam hu$ku$m pidana. Te$rdapat tantangan be$sar dalam me$nde$finisikan

konse$p "pe$nodaan" atau$ "pe$le$ce$han" agama se$cara hu$ku$m yang dapat dite$rima

se$mu$a pihak. Se$cara konstitu$sional, mu$ncu$l pe$rtanyaan apakah Pasal ini se$jalan

de$ngan prinsip ke$be$basan be$ragama yang dijamin dalam U$U$D 1945. Hal ini

me$nu$nju$kkan adanya ke$te$gangan antara konstitu$sionalisme$ dan u$paya ne$gara

u$ntu$k me$re$gu$lasi isu$-isu$ ke$agamaan. Te$rdapat ke$khawatiran bahwa Pasal ini

be$rpote$nsi disalahgu$nakan u$ntu$k me$mbatasi ke$be$basan be$re$kspre$si

atau$ digu$nakan se$bagai alat pe$rse$ku$si te$rhadap ke$lompok minoritas

atau$ pe$mikiran yang be$rbe$da. Ini me$nimbu$lkan pe$rde$batan te$ntang bagaimana

Pasal te$rse$bu$t akan diinte$rpre$tasikan dan dite$gakkan dalam praktiknya.10

Kasu$s Lia E$de$n atau$ Lia Aminu$ddin me$ru$pakan salah satu$ contoh konkre$t

pe$rsoalan ke$be$basan be$ragama dan be$rke$yakinan di Indone$sia yang me$nu$ai

pe$rhatian pu$blik lu$as. Lia E$de$n me$nde$klarasikan ajaran agama baru$ yang

dise$bu$tnya se$bagai Tu$han Se$me$sta Alam dan me$ngklaim me$ne$rima wahyu $ dari

malaikat Jibril. Me$lalu$i komu$nitas be$rnama Komu$nitas Salamu$llah, Lia

me$nyampaikan pe$san-pe$san yang dianggap be$rte$ntangan de$ngan ajaran agama

aru$s u$tama di Indone$sia, te$ru$tama Islam.11 Pada tahu$n 2006, Lia E$de$n dijatu$hi

hu$ku$man pidana se$lama du$a tahu$n pe$njara atas tu$du$han pe$nodaan agama. Ia

dinyatakan be$rsalah me$langgar Pasal 156a KU$HP lama, yang me$ngatu$r tindak

pidana pe$nodaan agama. Pu$tu$san te$rse$bu$t me$nimbu$lkan kontrove$rsi, te$ru$tama dari

pe$rspe$ktif hak asasi manu$sia (HAM), kare$na dianggap se$bagai be$ntu$k

kriminalisasi atas ke$be$basan be$rke$yakinan. Pada akhir 2008, Lia dan pe$ngiku$tnya

9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156a. Indonesia, Penetapan Presiden
Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
10 Nasution, F. (2023). "Kebebasan Beragama dan Regulasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan
Peluang." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, vol. 22, no. 4, pp. 305-320).
11 Hukumonline, “Lia Eden Didakwa Menodai Agama Islam,” Hukumonline, 25 Maret 2009,
diakses 16 Juli 2025.
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me$nye$barkan e$mpat risalah ke$ be$rbagai le$mbaga, te$rmasu$k Pre$side$n, be$risi ajakan

pe$nghapu$san agama dan klaim ke$nabian, yang me$micu$ pe$nangkapan pada

De$se$mbe$r 2008 di bawah Pasal 156a KU$HP lama (pe$nodaan agama), Pasal 157

KU$HP lama (pe$nghasu$tan), dan Pasal 335 KU$HP lama (pe$rbu$atan tidak

me$nye$nangkan). Di Pe$ngadilan Ne$ge$ri Jakarta Pu$sat, ia divonis du$a kali: pe$rtama

pada 29 Ju$ni 2006 de$ngan hu$ku$man du$a tahu$n pe$njara kare$na te$rbu$kti me$nodai

agama dan me$laku$kan pe$rbu$atan tidak me$nye$nangkan jaksa me$nu$ntu$t lima tahu$n,

te$tapi hakim me$mpe$rtimbangkan bahwa u$nsu$r pe$nghasu$tan tidak te$rbu$kti se$rta

sifat sopan dan u$sia lanju$tnya me$njadi faktor me$ringankan dan ke$du$a pada 2 Ju$ni

2009 de$ngan tambahan hu$ku$man du$a tahu$n e$nam bu$lan kare$na risalah

kontrove$rsial itu$ te$rbu$kti me$me$ngaru$hi ke$ru$ku$nan se$rta me$nu$nju$kkan sikap tidak

me$nye$sal . De$ngan de$mikian, total hu$ku$man me$ncapai 4,5 tahu$n, dijalani dalam

du$a pe$riode$ (2006–2007 dan 2009–2011). Se$cara hu$ku$m pidana, kasu$s ini

me$nce$rminkan pe$ne$rapan Pasal 156a KU$HP yang se$cara formal te$rpe$nu$hi u$nsu$r-

u$nsu$rnya se$ngaja, di mu$ka u$mu$m, dan me$ru$sak akidah namu$n ju$ga me$micu$ kritik

kare$na ke$tidakje$lasan de$finisi “pe$nodaan agama” dan pote$nsi stigmatisasi

te$rhadap aliran minoritas spiritu$al. Dalam pe$ne$litian ini, latar be$lakang ini pe$nting

se$bagai titik tolak analisis hu$bu$ngan antara ke$be$basan be$rke$yakinan dan

pe$rlindu$ngan akidah mayoritas me$lalu$i instru$me$n hu$ku$m pidana pasca-Orde$ Baru$,

se$rta u$rge$nsi re$formasi normatif dan imple$me$ntatif Pasal 156a dalam me$njamin

ke$harmonisan sosial tanpa me$nge$sampingkan hak individu$nya.

Pasal 302 KU$HP Nasional ju$ga me$nce$rminkan pe$rgu$latan Indone$sia dalam

me$nde$finisikan hu$bu$ngan antara agama dan ne$gara, se$rta pe$ran agama dalam

ide$ntitas nasional. Ini adalah isu$ fu$ndame$ntal yang te$ru$s me$njadi pe$rde$batan

dalam masyarakat Indone$sia yang be$ragam. Namu$n, pada saat yang sama, ada

ke$khawatiran bahwa pasal ini be$rpote$nsi me$mbatasi disku$si kritis dan akade$mis

te$ntang agama. Pe$ne$gakan Ke$be$basan Be$ragama pada Hu$ku$m Tindak Pidana

Agama di Indone$sia haru$s dite$gakkan se$su$ai kaidah kaidah hu$ku$m yang

be$rlaku$ agar ke$be$rlaku$an pasal 300 - Pasal 305 pada KU$HP Nasional itu$ be$rjalan

se$su$ai de$ngan ke$adaan dalam masyarakat yang se$su$ai atu$ran, u$ntu$k itu$ pe$nu$lis

ingin me$ne$liti tu$gas akhir de$ngan ju$du$l “Ke$bijakan Hu$ku$m Pidana Te$rhadap

Ke$be$basan Be$ragama Pada Pasal Tindak Pidana Agama Dalam KU$HP”.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pe$rmasalahan

Be$rdasarkan u$raian latar be$lakang di atas maka pe$nu$lis me$ru$mu$skan be$be$rapa

pe$rmasalahan yaitu$:

a. Bagaimanakah ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap ke$be$basan be$ragama dalam

Pasal tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional?

b. Apakah implikasi yu $ridis ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap ke$be$basan

be$ragama dalam Pasal tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional?

2. Ru$ang lingku$p

a. Ru$ang lingku$p ini akan be$rfoku$s pada tiga hal, yaitu$ se$cara ke$ilmu$an,

su$bstansi, dan wilayah. Se$cara ke$ilmu$an be$rkaitan de$ngan hu$ku$m pidana

Mate$riil yang me$ngatu$r te$ntang ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap ke$be$basan

be$ragama dalam KU$HP. Se$cara su$bstansi be$rkaitan ke$bijakan hu$ku$m pidana

te$rhadap ke$be$basan be$ragama pada pasal tindak pidana agama dalam KU$HP.

Se$lanju$tnya me$nge$nai wilayah, pe$ne$litian ini akan dilaku$kan di wilayah

hu$ku$m Ke$polisian Dae$rah Lampu$ng dan Foru$m Komu$nikasi U$mat Be$ragama

Provinsi Lampu$ng pada tahu$n 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tu$ju$an Pe$ne$litian

Be$rdasarkan pe$rmasalahan yang akan dibahas dalam pe$nu$lisan skripsi, Maka

tu$ju$an dalam pe$ne$litian ini se$bagai be$riku$t :

a. U$ntu$k me$nge$tahu$i ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap ke$be$basan be$ragama

pada pasal tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional.

b. U$ntu$k me$nge$tahu$i implikasi yu $ridis dari ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap

ke$be$basan be$ragama pada pasal tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional.
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2. Ke$gu$naan Pe$ne$litian

Adapu$n ke$gu$naan yang diharapkan dari pe$ne$litian ini yang me$ncaku$p ke$gu$naan

te$oritis dan ke$gu$naan praktis adalah:

a. Ke$gu$naan Te$oritis

Se$cara te$oritis Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribu$si te$rhadap

pe$nge$mbangan ilmu$ hu$ku$m pidana, khu$su$snya yang be$rkaitan dalam me$mahami

bagaimana ke$be$basan be$ragama diatu$r dan dilindu$ngi dalam ke$rangka hu$ku$m

pidana pada KU$HP.

b. Ke$gu$naan Praktis

Se$cara praktis de$ngan adanya pe$ne$litian ini, masyarakat dapat le$bih me$mahami

hak-hak ke$be$basan be$ragama me$re$ka dan implikasi hu$ku$m dari pe$langgaran

te$rhadap ke$be$basan te$rse$bu$t, yang pada gilirannya dapat me$ningkatkan ke$sadaran

hu$ku$m masyarakat.

3. Ke$rangka Te$oritis

Ke$rangka te$oritis me$nu$ru$t Soe$rjono Soe$kanto adalah konse$p yang be$rsifat abstrak

yang didapat dari hasil pe$mikiran yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$laku$kan ide$ntifikasi

be$rdasarkan te$ori te$rhadap pe$rmasalahan yang akan dite$liti.

a. Te$ori Ke$bijakan Hu$ku$m Pidana

Te$ori ke$bijakan hu$ku$m pidana adalah su$atu$ ke$rangka yang me$ngatu$r

pe$rilaku$ manu$sia dan me$mbe$rikan sanksi bagi pe$langgar hu$ku$m. Istilah

"ke$bijakan" be$rasal dari kata "policy" dalam bahasa Inggris dan "politie$k" dalam

bahasa Be$landa, yang ju$ga dike$nal se$bagai politik hu$ku$m pidana atau$ pe$nal

policy.12 Me$nu$ru$t Barda Nawawi, ke$bijakan ini te$rdiri dari tiga tahap: formu$latif

(pe$ru$mu$san hu$ku$m), aplikatif (pe$ne$rapan ole$h aparat pe$ne$gak hu$ku$m), dan

e$kse$ku$tif (pe$laksanaan sanksi). Ke$bijakan ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nce$gah dan

me$nanggu$langi ke$jahatan de$ngan pe$nde$katan yang be$rorie$ntasi pada ke$bu$tu$han

12Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan (Semarang:
Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 15.
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sosial. Pasal yang me$ngatu$r tindak pidana agama haru$s se$jalan de$ngan prinsip-

prinsip ke$be$basan be$ragama yang diaku$i se$cara inte$rnasional. Misalnya, dalam

hu$ku$m Indone$sia, te$rdapat ke$te$ntu$an yang me$larang pe$nodaan agama, namu$n

pe$ne$rapannya haru$s me$mpe$rtimbangkan hak individu$ u$ntu$k be$ragama dan

ke$yakinan masing-masing. Se$cara ke$se$lu$ru$han, te$ori ke$bijakan hu$ku$m pidana

haru$s mampu$ me$nanggapi tantangan dalam masyarakat plu$ralistik, di mana ritis

ke$be$basan be$ragama pe$rlu$ dilindu$ngi tanpa me$ngabaikan norma-norma sosial

yang ada.

Pada KU$HP Nasional yang baru$ diu$ndangkan, te$rdapat Pasal yang se$cara khu$su$s

me$ngatu$r tindak pidana te$rkait agama, se$pe$rti Pasal 300 - Pasal 305. Pasal ini

be$rtu$ju$an u$ntu$k me$lindu$ngi masyarakat dari tindakan pe$rmu$su$han, ke$be$ncian, dan

diskriminasi yang be$rbasis agama.13 Namu$n, di sisi lain, ada ke$khawatiran bahwa

ke$te$ntu$an ini dapat disalahgu$nakan u$ntu$k me$mbatasi ke$be$basan be$ragama dan

me$nge$kang e$kspre$si ke$yakinan individu$. Ke$bijakan hu$ku$m pidana haru$s

me$mpe$rtimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manu$sia dan ke$be$basan be$ragama

yang dijamin ole$h konstitu$si. Misalnya, me$skipu$n Pasal te$rse$bu$t dirancang u$ntu$k

me$lindu$ngi ke$lompok minoritas dan me$nce$gah pe$nodaan agama, ada pote$nsi

pe$langgaran te$rhadap hak individu$ u$ntu$k be$rpindah agama atau$ me$nyatakan

ke$yakinan me$re$ka se$cara te$rbu$ka. Dalam hal ini, pe$nting u$ntu$k me$nganalisis

apakah ru$mu$san Pasal te$rse$bu$t cu$ku$p je$las dan tidak be$rsifat mu$lti-tafsir se$hingga

dapat me$nghindari kriminalisasi te$rhadap individu$ yang hanya me$njalankan

haknya u$ntu$k be$ragama.

b. Te$ori Pe$mbaharu$an Hu$ku$m Pidana

Te$ori pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana me$ru$pakan u$paya u$ntu$k me$laku$kan re$formasi

dan re$orie$ntasi siste$m hu$ku$m pidana agar se$su$ai de$ngan nilai-nilai sosio-politik,

sosio-filosofik, dan sosio-ku$ltu$ral masyarakat. Pe$mbaharu$an ini me$ncaku$p

pe$ru$bahan su$bstansi hu$ku$m pidana, stru$ktu$r hu$ku$m, dan bu$daya hu$ku$m yang ada.

13Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Pasal 300 - Pasal 305
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U$paya re$formasi hu$ku$m pidana di Tanah Air me$lipu$ti tiga aspe$k pe$nting

re$formasi mate$riil, re$formasi formil, dan pe$ngu$atan siste$m pe$radilan te$rpadu$.

Aspe$k mate$riil me$ncaku$p re$visi de$lik dan te$ori pe$midanaan agar le$bih re$le$van

de$ngan nilai ke$adilan sosial dan Pancasila. Re$formasi formil diarahkan pada

pe$rbaikan prose$du$r pe$nyidikan, pe$nu$ntu$tan, dan pe$rsidangan, gu$na me$ningkatkan

e$fisie$nsi dan me$njamin pe$rlindu$ngan te$rhadap hak asasi manu$sia. Pe$nting u$ntu$k

me$ningkatkan koordinasi antara aparat ke$polisian, ke$jaksaan, pe$ngadilan, dan

pe$masyarakatan agar siste$m pe$radilan pidana be$ke$rja se$cara kohe$sif dan re$sponsif

te$rhadap tantangan konte$kstu$al saat ini.14 Te$ori pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana

be$rfoku$s pada re$formasi siste$m hu$ku$m pidana agar le$bih re$sponsif te$rhadap

ke$bu$tu$han masyarakat dan pe$rke$mbangan zaman. Pe$mbaharu$an ini me$ncaku$p

pe$ru$bahan su$bstansi hu$ku$m, stru$ktu$r hu$ku$m, dan bu$daya hu$ku$m u$ntu$k

me$nciptakan siste$m yang le$bih adil dan e$fe$ktif. pe$mbaharu$an ini te$rlihat dalam

Rancangan Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (RKU$HP), yang me$ngu$su$lkan

siste$m pe$midanaan yang le$bih re$habilitatif.15

Se$te$lah me$mbahas pe$mbaharu$an, pe$nting u$ntu$k me$mahami konse$p kriminalisasi.

Kriminalisasi adalah prose$s pe$ne$tapan su$atu$ tindakan se$bagai tindak pidana ole$h

pe$me$rintah atau$ otoritas yang be$rwe$nang. Prose$s ini se$ring kali me$libatkan

tindakan yang se$be$lu$mnya le$gal atau$ tidak dianggap se$bagai masalah sosial,

diu$bah me$njadi ile$gal. Contoh nyata dari kriminalisasi di Indone$sia te$rmasu$k

pe$ne$rapan U$ndang-U$ndang Informasi dan Transaksi E$le$ktronik (U$U$ ITE$), yang

se$ring digu$nakan u$ntu$k me$nu$ntu$t aktivis dan ju$rnalis atas kritik me$re$ka te$rhadap

pe$me$rintah. Praktik kriminalisasi dapat be$rdampak lu$as, se$pe$rti stigma sosial

te$rhadap individu$ yang te$rlibat, ove$rkriminalisasi yang me$mbe$bani siste$m

pe$radilan, dan pe$nyalahgu$naan ke$ku$asaan ole$h aparat pe$ne$gak hu$ku$m. Kasu$s-

kasu$s kriminalisasi te$rhadap pe$ju$ang lingku$ngan dan aktivis hak asasi manu$sia

me$nu$nju$kkan bagaimana u$ndang-u$ndang dapat disalahgu$nakan u$ntu$k

me$mbu$ngkam su$ara kritis dan me$nghalangi pe$rju$angan masyarakat u$ntu$k

ke$adilan dan lingku$ngan yang le$bih baik. De$ngan de$mikian, pe$mbaharu$an hu$ku$m

14 Diah Gustiniati Maulani, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Bandar Lampung: Puska
Media, 2018), hlm. 20–25.
15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2008), hlm. 21.
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pidana dan pe$mahaman te$ntang kriminalisasi saling te$rkait dalam u$paya

me$nciptakan siste$m hu$ku$m yang le$bih baik dan le$bih adil bagi se$mu$a pihak.

2. Konse$ptu$al

Ke$rangka konse$ptu$al me$ru$pakan hu$bu$ngan antara te$ori-te$ori yang digu$nakan

yang me$njadi pe$doman dalam me$nyu $su$n siste$matis pe$ne$litian. Ke$rangka

konse$ptu$al be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mu$dahkan pe$ne$litian agar le$bih te$rarah dan

me$mbe$rikan gambaran te$rhadap kajian-kajian yang akan dite$liti.

a. Ke$bijakan Hu$ku$m Pidana: Landasan te$oritis u$tama adalah stu$di te$ntang hu$ku$m

pidana, yang me$ncaku$p prinsip-prinsip u$mu$m hu$ku$m pidana, tu$ju$an, dan fu$ngsi

hu$ku$m pidana dalam me$ngatu$r pe$rilaku$ masyarakat.16

b. Ke$be$basan Be$ragama yaitu$ Te$ori dan konse$p ke$be$basan be$ragama dari

pe$rspe$ktif hu$ku$m dan hak asasi manu$sia. Ini me$lipu$ti analisis te$rhadap be$rbagai

instru$me$n hu$ku$m inte$rnasional (se$pe$rti De$klarasi U$nive$rsal Hak Asasi Manu$sia)

dan nasional yang me$ngatu$r ke$be$basan be$ragama.17

c. Pasal Tindak Pidana Agama yaitu$ Foku$s pada pe$mahaman te$ntang tindak

pidana agama yang diatu$r dalam KU$HP. Ini me$ncaku$p analisis Pasal te$rkait,

kasu$s-kasu$s hu$ku$m yang re$le$van, se$rta pandangan be$rbagai pe$mikir dan ahli

hu$ku$m te$rhadap imple$me$ntasi dan aplikasi Pasal ini.18

d. KU$HP Nasional yaitu$ Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) Nasional,

yang diu$ndangkan me$lalu$i U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023, me$ru$pakan

langkah signifikan dalam pe$mbaru$an hu$ku$m pidana di Indone$sia. KU$HP

Nasional ini me$nggantikan KU$HP Nasional warisan kolonial, We$tboe$k van

Strafre$cht, yang te$lah be$rlaku$ se$jak 1946. De$ngan tu$ju$an u$ntu$k me$nciptakan

siste$m hu$ku$m yang le$bih se$su$ai de$ngan nilai-nilai Pancasila dan ke$bu$tu$han

16 Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 12.
17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal
29 Ayat (2).
18 Mariani, Siti, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP
Nasional," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 10, No. 2 (2023): hlm. 150-160
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masyarakat mode$rn, KU$HP Nasional me$mpe$rke$nalkan konse$p-konse$p

baru$ dalam pe$midanaan.19

Ke$rangka te$oritis dan konse$ptu$al ini dirancang de$ngan je$las, de$ngan ini Pe$nu$lis

dapat me$mbangu$n dasar yang ku$at u$ntu$k pe$ne$litian te$ntang pe$rspe$ktif hu$ku$m

pidana te$rhadap ke$be$basan be$ragama dalam tindak pidana agama di Indone$sia.

D. Sistematika Penulisan

Siste$matika pe$nu$lisan be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mbe$rikan su$atu$ gambaran yang je$las

me$nge$nai pe$mahaman pe$mbahasan skripsi, Se$rta u$ntu$k me$mu$dahkan Pe$mbaca

me$mahami maksu$d dari isi pe$ne$litian ini Be$riku$t siste$matika pe$nu$lisan dalam

pe$ne$litian ini.dari itu$ disajikan se$bagai be$riku$t:

I. PENDAHULUAN

Bab ini me$ru$pakan pe$ndahu$lu$an yang me$mu$at latar be$lakang, pe$rmasalahan dan

ru$ang lingku$p, tu$ju$an dan ke$gu$naan pe$ne$litian, ke$rangka te$oritis dan konse$ptu$al,

se$rta siste$matika pe$ne$litian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini me$ru$pakan pe$ngantar pe$mahaman ke$pada pe$nge$rtian u$mu$m te$ntang

pokok-pokok bahasan se$bagai be$riku$t: Tinjau$an u$mu$m te$ntang ke$bijakan hu$ku$m

pidana, Tinjau$an u$mu$m ke$be$basan be$ragama di Indone$sia, Tinjau$an u$mu$m pasal

tindak pidana agama dalam KU$HP, Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana dan Ke$bijakan

Kriminalisasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini me$nje$laskan langkah-langkah yang digu$nakan dalam pe$nde$katan masalah,

su$mbe$r dan je$nis data, Pe$ne$ntu$an narasu$mbe$r, Prose$du$r pe$ngu$mpu$lan data,

Prose$du$r pe$ngolahan data dan analisis data.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini me$ru$pakan pe$mbahasan te$rhadap pokok-pokok pe$rmasalahan yang

te$rdapat dalam pe$nu$lisan skripsi ini baik me$lalu$i stu$di ke$pu$stakaan mau$pu$n

me$nggu$nakan data yang dipe$role$h di lapangan me$nge$nai karakte$ristik re$sponde$n,

Pada bab ini pe$nu$lis me$ngu$raikan te$ntang hasil pe$ne$litian yang te$lah dilaku$kan

pe$nu$lis be$ru$pa pe$nyajian data ku$alitatif, yaitu$ hasil dari wawancara te$rhadap

pihak-pihak yang dapat dijadikan su$mbe$r pe$ne$litian.

V. PENUTUP

Bab ini be$risikan ke$simpu$lan yang me$ru$pakan hasil akhir pe$ne$litian dan

pe$mbahasan se$rta saran-saran yang dibe$rikan atas dasar pe$ne$litian dan

pe$mbahasan yang be$rkaitan de$ngan pokok-pokok pe$rmasalahan dalam pe$nu$lisan

skripsi ini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Pe$nge$rtian Ke$bijakan Hu$ku$m Pidana

Istilah “ke$bijakan” diambil dari istilah policy (Inggris) atau$ politie$k (Be$landa),

yang se$cara u$nive$rsal dapat diartikan se$bagai prinsip u$mu$m yang be$rfu$ngsi u$ntu$k

me$ngarahkan ne$gara/pe$me$rintah u$ntu$k me$me$nu$hi ke$pe$ntingan pu$blik dalam

me$wu$ju$dkan ke$se$jahte$raan atau$ ke$makmu$ran masyarakat (warga ne$gara).

Ke$bijakan me$ru$pakan su$atu$ program yang dipilih se$se$orang atau$ se$ke$lompok

orang dan dapat dilaksanakan se$rta be$rpe$ngaru$h te$rhadap se$ju$mlah orang dalam

rangka me$ncapai tu$ju$an.20

Ke$bijakan hu$ku$m pidana de$ngan be$rtitik tolak dari istilah asing, maka istilah

te$rse$bu$t dapat ju$ga dise$bu$t de$ngan istilah “politik hu$ku$m pidana”. Dalam

ke$pu$stakaan asing “politik hu$ku$m pidana” se$ring dike$nal de$ngan be$rbagai istilah

antara lain “pe$nal policy, criminal law policy (strafre$cht politie$k)”.21 Pada

hake$katnya, masalah ke$bijakan hu$ku$m pidana bu$kan se$mata-mata pe$ke$rjaan

te$knik pe$ru$ndang-u$ndangan yang dapat dilaku$kan be$ru$pa pe$nde$katan se$cara

yu $ridis normatif, ke$bijakan hu$ku$m pidana ju$ga me$me$rlu$kan pe$nde$katan yu $ridis

faktu$al, yang dapat be$ru$pa pe$nde$katan sosiologis, historis dan kompe$ratif, bahkan

me$me$rlu$kan pu$la pe$nde$katan kompre$he$nsif dari be$rbagai disiplin sosial lainnya

dan pe$nde$katan inte$gral de$ngan ke$bijakan sosial dan pe$mbangu$nan sosial pada

u$mu$mnya. Ke$bijakan hu$ku$m pidana me$ru$pakan aspe$k pe$nting dalam siste$m

hu$ku$m yang be$rfu$ngsi se$bagai pe$doman dalam pe$ne$ntu$an dan pe$ne$rapan sanksi

pidana te$rhadap pe$langgaran hu$ku$m.

20Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan, (Semarang:
Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 15
21Andrisman, Tri. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia).
Universitas Lampung, 2011
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ke$bijakan hu$ku$m pidana adalah u$paya u$ntu$k me$ru$mu$skan dan me$ne$rapkan atu$ran

hu$ku$m pidana yang e$fe$ktif dalam me$nanggu$langi ke$jahatan dan me$njaga

ke$te$rtiban masyarakat. Hal ini me$ncaku$p prose$s le$gislasi, pe$ne$gakan hu$ku$m, dan

pe$laksanaan sanksi pidana yang se$su$ai de$ngan prinsip ke$adilan dan hak asasi

manu$sia.22

2. Ru$ang Lingku$p Hu$ku$m Pidana

Ru$ang lingku$p hu$ku$m pidana me$ncaku$p ke$se$lu$ru$han aspe$k yang me$ngatu$r

pe$rbu$atan yang dilarang ole$h hu$ku$m be$se$rta ancaman sanksinya (hu$ku$m pidana

mate$ril), prose$du$r pe$ne$gakan hu$ku$m te$rhadap pe$langgaran te$rse$bu$t (hu$ku$m

pidana formil), se$rta pe$laksanaan hu$ku$man se$te$lah adanya pu$tu$san pe$ngadilan

(hu$ku$m pe$laksanaan pidana). Hu$ku$m pidana tidak be$rdiri se$ndiri, me$lainkan

me$njadi bagian inte$gral dari siste$m pe$radilan pidana yang me$libatkan koordinasi

antara le$mbaga pe$ne$gak hu$ku$m se$pe$rti ke$polisian, ke$jaksaan, pe$ngadilan, dan

pe$masyarakatan.23 Sine$rgi antar le$mbaga ini me$njadi kru$sial u$ntu$k me$njamin

e$fe$ktivitas pe$ne$gakan hu$ku$m dan pe$rlindu$ngan hak asasi manu$sia dalam prose$s

pidana.. Me$nu$ru$t Barda Nawawi Arie$f, u$paya me$laku$kan pe$mbaharu$an hu$ku$m

pidana (pe$nal re$form) pada hakikatnya te$rmasu$k bidang pe$nal policy yang

me$ru$pakan bagian dan te$rkait e$rat de$ngan law e$nforce$me$nt policy, criminal policy

dan social policy. Ini be$rarti, pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana pada hakikatnya.24

Pe$nce$gahan dan pe$nanggu$langan ke$jahatan de$ngan sarana pe$nal me$ru$pakan pe$nal

policy atau$ pe$nal law e$nforce$me$nt policy yang fu$ngsionalisasi

atau$ ope$rasionalisasinya me$lalu$i be$be$rapa tahap yaitu$ :25

a) Tahap Ke$bijakan Formu$lasi atau$ Le$gislatif

Pe$ru$mu$san ke$te$ntu$an pidana dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, te$ntu$nya

tidak bisa dile$paskan dari asas le$galitas. Se$bagai konse$ku$e$nsinya, su$atu$ pe$rbu$atan

yang dapat dipidana haru$s didasarkan pada u$ndang-u$ndang, tidak dapat

22Maroni, Pendekatan Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan: Perspektif Hukum Pidana
Nasional (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020), hlm. 25.
23 Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2022, hlm. 17–18
24 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hlm 29.
25 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana
penanggulangan
kejahatan, Prenada Media, 2018, hlm 78-79.
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dite$rapkannya asas re$troaktif, pe$ru$mu$san tindak pidananya haru$s je$las (le$x stricta),

dan tidak dipe$rke$nankan me$nggu$nakan analogi. Be$rdasarkan asas nu$llu$m

de$lictu$m ini me$mbe$rikan jaminan pe$nu$h akan hak-hak dan ke$me$rde$kaan dari

individu$.26 Individu$ dijamin bahwa tidak akan dipidana kare$na me$laku$kan

su$atu$ pe$rbu$atan yang tidak te$rlarang se$be$lu$mnya.

b) Tahap Ke$bijakan Aplikatif atau$ Yu$dikatif

Pe$ne$rapan hu$ku$m pidana de$ngan de$mikian, u$paya pe$nanggu$langan ke$jahatan

se$cara garis be$sar dapat di bagi du$a yaitu$ le$wat jalu$r pe$nal atau$ hu$ku$m pidana

dan non pe$nal atau$ bu$kan hu$ku$m pidana atau$ di lu$ar hu$ku$m pidana. Bahwa u$paya

pe$nanggu$langan ke$jahatan le$wat jalu$r pe$nal le$bih me$nitik be$ratkan pada sifat

re$pre$nsive$ yaitu$ pe$nindasan/pe$mbe$rantasan/pe$nu$mpasan se$su$dah ke$jahatan

te$rjadi.27 u$paya pe$nanggu$langan ke$jahatan le$wat jalu$r non pe$nal le$bih be$rsifat

tindakan pe$nce$gahan u$ntu$k te$rjadinya ke$jahatan, maka sasaran u$tamanya adalah

me$nge$nai faktor kondu$sif pe$nye$bab te$rjadinya ke$jahatan.

c) Tahap Ke$bijakan Administrasi atau$ E$kse$ku$tif

Pe$laksanaan hu$ku$m pidana de$ngan pe$rkataan lain istilah pe$rbu$atan pidana tidak

sama de$ngan istilah tindak pidana. Jika su$dah te$rjadi pe$rbu$atan pidana, be$lu$m

te$ntu$ apakah orang yang me$laku$kannya akan dipidana, te$tapi haru$s dite$liti

ke$mampu$an be$rtanggu$ngjawab dari pe$laku$nya. Hal ini adalah konse$ku$e$nsi dari

te$rpisahnya u$nsu$r su$bje$ktif. Dimana dalam pandangan ini, pe$rbu$atan pidana

(criminal act) dan pe$rtanggu$ng jawaban pidana (criminal liability) dipisahkan.

Dipidananya se$sorang bu$kan saja kare$na pe$rbu$atannya yang jahat (actu$s re$u$s),

te$tapi ju$ga kare$na dirinya ju$ga patu$t dice$la kare$na pikirannya (me$ns re$a). De$ngan

de$mikian, u$ntu$k dapat me$nge$nakan pidana, se$lain te$rdakwa te$rbu$kti me$laku$kan

pe$rbu$atan pidana, hakim ju$ga haru$s me$mpe$rtimbangkan te$ntang ke$salahan

te$rdakwa.28

26 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, (Jakarta: Aksara Baru,
1981), hlm. 10
27 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat
dalam Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP : Semarang,1982, hlm 6.
28 Septa Candra. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 3 : 2013
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B. Tinjauan Umum Kebebasan Beragama di Indonesia

1. Pe$nge$rtian Ke$be$basan Be$ragama

Ke$be$basan be$ragama me$ru$pakan hak asasi manu$sia yang fu$ndame$ntal dan

dijamin ole$h konstitu$si Indone$sia. Pasal 28E$ Ayat (1) U$ndang-U$ndang Dasar

1945 me$nyatakan bahwa "Se$tiap orang be$bas me$me$lu$k agama dan be$ribadat

me$nu$ru$t agamanya." Se$lain itu$, Pasal 29 Ayat (2) me$ne$gaskan bahwa "Ne$gara

me$njamin ke$me$rde$kaan tiap-tiap pe$ndu$du$k u$ntu$k me$me$lu$k agamanya masing-

masing dan u$ntu$k be$ribadat me$nu$ru$t agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu$”.29

Jaminan konstitu$sional ini dipe$rku$at ole$h U$ndang-U$ndang Nomor 39 Tahu$n 1999

te$ntang Hak Asasi Manu$sia. Pasal 22 Ayat (1) u$ndang-u$ndang te$rse$bu$t

me$nyatakan, "Se$tiap orang be$bas me$me$lu$k agamanya masing-masing dan u$ntu$k

be$ribadah me$nu$ru$t agamanya dan ke$pe$rcayaannya itu$." Me$skipu$n de$mikian,

dalam praktiknya, ke$be$basan be$ragama di Indone$sia me$nghadapi be$rbagai

tantangan. Be$be$rapa kasu$s intole$ransi dan diskriminasi te$rhadap ke$lompok agama

minoritas masih te$rjadi. Hal ini me$nu$nju$kkan adanya ke$se$njangan antara jaminan

hu$ku$m dan re$alitas sosial yang pe$rlu$ me$ndapat pe$rhatian se$riu$s dari pe$me$rintah

dan masyarakat.

Se$cara konse$ptu$al, ke$be$basan be$ragama adalah hak me$ndasar yang diaku$i se$cara

inte$rnasional me$lalu$i be$rbagai instru$me$n hu$ku$m, se$pe$rti De$klarasi U$nive$rsal Hak

Asasi Manu$sia (DU$HAM) dan Kove$nan Inte$rnasional te$ntang Hak-Hak Sipil dan

Politik. Indone$sia, se$bagai ne$gara anggota Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

tu$ru$t me$ngaku$i prinsip-prinsip te$rse$bu$t dan me$ngadaptasinya ke$ dalam siste$m

hu$ku$m nasional.

Salah satu$ Hak Asasi Manu$sia yang se$nantiasa diru$mu$skan dalam se$tiap doku$me$n

adalah ke$be$basan be$ragama, ru$mu$san ke$be$basan be$ragama se$lalu$ disatu$kan

de$ngan ke$be$basan be$rfikir, ke$insyafan bathin dan ke$be$basan be$rke$yakinan dan

ke$pe$rcayaan. Pasal 18 U$nive$rsal De$claration of Hu$man Rights me$ru$mu$skan hak

ke$be$basan be$ragama, isinya se$bagai be$riku$t :

29Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29
Ayat (2).
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"Se$tiap orang yang be$rhak atas ke$be$basan fikiran, ke$insyafan dan agama, dalam
hal ini te$rmasu$k ke$be$basan be$rganti agama atau$ ke$pe$rcayaan, dan ke$be$basan u$tu$k
me$nyatakan agama atau$ ke$pe$rcayaan de$ngan cara me$ngajarkannya, be$ribadat dan
me$ne$patinya, baik se$ndiri-se$ndiri mau$pu$n be$rsama-sama de$ngan orang lain, dan
baik dite$mpat u$mu$m mau$pu$n dite$mpat se$ndiri”

Konve$nsi e$ropa u$ntu$k pe$rlindu$ngan Hak Asasi Manu$sia dan ke$be$basan yang yang

hakiki, me$ru$mu$skan ke$be$basan be$ragamanya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2).30

Ru$mu$san ini se$kaligu$s me$ngatu$r adanya pe$mbatasan dalam pe$laksanaan

ke$be$basan yang be$ragama. Ru$mu$san le$ngkapnya se$bagai be$riku$t :

1. Se$tiap orang be$rhak atas ke$be$basan be$rfikir, ke$yakinan dan agama, hak ini
mne$caku$p ju$ga ke$be$basan be$rganti agama atau$ ke$pe$rcayaan, dan ke$be$basan u$ntu$k
baik se$ndiri-se$ndiri mau$pu$n be$rsama-sama de$ngan orang lain dan baik se$cara
te$rbu$ka mau$pu$n diam-diam, me$wu$ju$dkan agama atau$ ke$pe$rcayaannya dalam
be$ribadat, me$ngajar, pe$ngalaman dan pe$ntaatan.
2. Ke$be$basan se$sorang u$ntu$k me$wu$ju$dkan agama dan ke$pe$rcayaannya hanya
bole$h dike$nakan pe$mbatasan yang diatu$r de$ngan u$ndang-u$ndang dan pe$rlu$ dalam
su$atu$ masyarakat yang de$mokratis de$mi ke$pe$ntingan ke$se$lamatan u$mu$m, u$ntu$k
me$njaga ke$te$rtiban, ke$se$hatan atau$ ke$su$silaan u$mu$m atau$ u$ntu$k me$njaga se$gala
hak dan ke$be$basan orang-orang lain.

Pada tataran praktis, ke$be$basan be$ragama tidak hanya be$rarti hak individu$ u$ntu$k

me$me$lu$k agama te$rte$ntu$, te$tapi ju$ga me$ncaku$p ke$be$basan u$ntu$k me$njalankan

ritu$al ke$agamaan, me$nye $barkan ajaran agama, se$rta me$mbangu$n te$mpat ibadah.31

Ke$be$basan ini diatu$r le$bih lanju$t dalam U$ndang-U$ndang Nomor 39 Tahu$n 1999

te$ntang Hak Asasi Manu$sia, khu$su$snya dalam Pasal 22 yang me$ne$gaskan bahwa

se$tiap orang be$bas u$ntu$k me$me$lu$k agamanya dan be$ribadah se$su$ai de$ngan

ke$pe$rcayaannya.

Be$rdasarkan imple$me$ntasinya, ke$be$basan be$ragama di Indone$sia me$nghadapi

be$rbagai tantangan. Salah satu$ isu$ yang se$ring mu$ncu$l adalah intole$ransi te$rhadap

ke$lompok agama minoritas. Be$be$rapa kasu$s yang te$rjadi di Indone$sia

me$nu$nju$kkan adanya te$kanan sosial, diskriminasi, hingga ke$ke$rasan te$rhadap

ke$lompok-ke$lompok te$rte$ntu$ yang dianggap be$rbe$da dari mayoritas. Misalnya,

konflik te$rkait pe$ndirian te$mpat ibadah, pe$larangan ajaran agama te$rte$ntu$, hingga

30 Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan yang Hakiki, Pasal 9
Ayat (1) dan (2).
31 Sulistyowati, Tuti. Kebebasan Beragama dan Implikasinya dalam Hukum Indonesia (Bandung:
Refika Aditama, 2015), hlm. 45.
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tindakan diskriminatif te$rhadap ke$lompok-ke$lompok se$pe$rti Ahmadiyah dan

Syiah.32 Se$lain itu$, tantangan lainnya adalah re$gu$lasi yang dianggap me$mbatasi

ke$be$basan be$ragama, se$pe$rti U$ndang-U$ndang Nomor 1/PNPS Tahu$n 1965

te$ntang Pe$nce$gahan Pe$nyalahgu$naan dan/atau$ Pe$nodaan Agama.33 U$ndang-

u$ndang ini, me$skipu$n be$rtu$ju$an u$ntu$k me$njaga ke$ru$ku$nan antaru$mat be$ragama,

ke$rap dikritik kare$na dianggap me$mbe$ri ru$ang bagi tindakan re$pre$sif te$rhadap

ke$yakinan te$rte$ntu$ yang tidak se$jalan de$ngan tafsir mayoritas.

Pe$me$rintah Indone$sia te$lah be$ru$paya u$ntu$k me$njaga ke$ru$ku$nan dan tole$ransi

be$ragama me$lalu$i be$rbagai ke$bijakan. Misalnya, pe$mbe$ntu$kan Foru$m Ke$ru$ku$nan

U$mat Be$ragama (FKU$B) di tingkat dae$rah be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nciptakan dialog

dan re$solu$si konflik di antara komu$nitas ke$agamaan. Namu$n, e$fe$ktivitas ke$bijakan

ini masih me$njadi tantangan kare$na adanya ke$se$njangan antara ke$bijakan di

tingkat pu$sat dan imple$me$ntasi di dae$rah.

Indone$sia se$ring dipandang se$bagai mode$l plu$ralisme$ agama. Namu$n, kritik

te$rhadap praktik ke$be$basan be$ragama di dalam ne$ge$ri me$nu$nju$kkan bahwa

Indone$sia masih me$miliki pe$ke$rjaan ru$mah yang be$sar u$ntu$k be$nar-be$nar

me$wu$ju$dkan jaminan ke$be$basan be$ragama bagi se$mu$a warga ne$gara tanpa

te$rke$cu$ali. Se$cara ke$se$lu$ru$han, ke$be$basan be$ragama di Indone$sia me$ru$pakan

prinsip yang te$lah diatu$r se$cara konstitu$sional dan diaku$i ole$h be$rbagai pe$ratu$ran

pe$ru$ndang-u$ndangan. Namu$n, praktik di lapangan me$nu$nju$kkan adanya tantangan

yang me$me$rlu$kan pe$rhatian le$bih, baik dari pe$me$rintah, masyarakat, mau$pu$n

le$mbaga-le$mbaga te$rkait, u$ntu$k me$wu$ju$dkan ke$be$basan be$ragama yang inklu$sif

dan adil bagi se$mu$a pihak.

32 Siti Rohani, “Intoleransi Beragama di Indonesia: Studi Kasus terhadap Minoritas Keagamaan,”
Jurnal Sosial Humaniora 12, no. 1 (2020): 45.
33Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama, Pasal 1.
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C. Tinjauan Umum Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP

1. Pe$nge$rtian Tindak Pidana Agama

Tindak pidana agama dapat dide$finisikan se$bagai pe$rbu$atan yang me$langgar

ke$te$rtiban u$mu$m dalam ke$agamaan atau$ tindakan yang se$cara hu$ku$m dianggap

me$lawan norma-norma agama yang diaku$i dan dilindu$ngi ole$h ne$gara. Tindak

pidana ini me$ncaku$p be$rbagai be$ntu$k pe$rbu$atan se$pe$rti me$nghina agama,

me$nghalang-halangi pe$laksanaan ibadah, me$ru$sak te$mpat ibadah, atau$ tindakan

lain yang me$ru$gikan u$mat be$ragama te$rte$ntu$.

Siste$m hu$ku$m pidana Indone$sia, tindak pidana agama be$rtu$ju$an u$ntu$k me$njaga

ke$ru$ku$nan antaru$mat be$ragama dan me$lindu$ngi ke$yakinan se$rta praktik

ke$agamaan yang diaku$i dalam masyarakat. Misalnya, Pasal 156a KU$HP Nasional

me$larang tindakan pe$nodaan agama, se$me$ntara Pasal 175 dan Pasal 176 KU$HP

Nasional me$ngatu$r larangan me$ngganggu$ pe$laksanaan ibadah ke$agamaan.34

Tinjau$an te$rhadap Pasal Tindak Pidana Agama dalam KU$HP Nasional Pasal

tindak pidana agama dalam KU$HP, te$rmasu$k dalam Pasal 300 - Pasal 305 dan

Pasal te$rkait lainnya, be$rtu$ju$an u$ntu$k me$njaga ke$ru$ku$nan antaru$mat be$ragama

dan me$lindu$ngi ke$be$basan be$ragama se$bagaimana dijamin dalam Pasal 28E$ dan

Pasal 29 U$U$D 1945. Namu$n, Pasal ini me$nghadirkan be$rbagai tantangan hu$ku$m

dan sosial, te$ru$tama te$rkait de$finisi, imple$me$ntasi, dan dampaknya te$rhadap

ke$be$basan be$ragama dan be$re$kspre$si.

Pasal tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional me$miliki tu$ju$an yang baik,

yaitu$ me$njaga ke$ru$ku$nan antaru$mat be$ragama. Namu$n, imple$me$ntasi dan

su$bstansinya masih me$nimbu$lkan be$rbagai tantangan hu$ku$m dan sosial.

Re$formasi te$rhadap Pasal ini dipe$rlu$kan u$ntu$k me$mastikan ke$be$basan be$ragama

di Indone$sia dapat te$rwu$ju$d se$cara adil dan se$jalan de$ngan konstitu$si se$rta standar

inte$rnasional.35

34 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 96-97.
35 Rudi Hartono, "Tinjauan Hukum terhadap Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP:
Tantangan dan Reformasi," Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 18, No. 3 (2023): 45-68.
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Pada KU$HP Nasional (U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023) yang

me$nggantikan KU$HP lama me$ngatu$r be$be$rapa ke$te$ntu$an baru$, te$rmasu$k Pasal

yang be$rhu$bu$ngan de$ngan tindak pidana agama pada Pasal 300 - Pasal 305 KU$HP

Nasional anatar lain yaitu$:

Pasal 300 - Pasal 301 yaitu$ Me$ngatu$r me$nge$nai pe$nghinaan te$rhadap agama dan

ke$pe$rcayaan yang dianu$t di Indone$sia. Pasal ini me$larang se$tiap orang yang di

mu$ka u$mu$m me$laku$kan pe$rbu$atan yang be$rsifat me$nistakan, me$nghina,

atau$ me$re$ndahkan agama atau$ ke$pe$rcayaan yang dianu$t orang lain di Indone$sia.

Pe$laku$ dapat dipidana de$ngan pidana pe$njara paling lama 5 tahu$n atau$ pidana

de$nda.36

Pasal 302 - Pasal 303 yaitu$ Me$ngatu$r te$ntang pe$nistaan agama atau$ ajaran agama

di mu$ka u$mu$m, atau$ me$laku$kan tindakan lain yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nghina

agama atau$ ajaran agama yang dianu$t di Indone$sia.

Pasal 304 - Pasal 305 yaitu$ Me$ngatu$r te$ntang larangan u$ntu$k me$nyiarkan

atau$ me$ne$mpe$lkan tu$lisan atau$ gambar yang me$ngandu$ng ke$be$ncian

atau$ pe$nghinaan te$rhadap agama atau$ ke$lompok masyarakat te$rte$ntu$.

KU$HP Nasional ini me$ne$kankan pada pe$nghormatan te$rhadap hak-hak

individu$ dan ke$lompok u$ntu$k me$njalankan agamanya masing-masing tanpa

me$rasa te$rancam atau$ dihina ole$h pihak lain. Baik KU$HP lama mau$pu$n KU$HP

Nasional, ke$du$anya me$ngatu$r me$nge$nai tindak pidana yang te$rkait de$ngan

pe$nghinaan te$rhadap agama atau$ pe$nistaan agama. Pe$rbe$daan u$tama te$rle$tak pada

de$tail pe$ngatu$ran se$rta be$be$rapa pe$ru$bahan sanksi dan de$finisi dalam KU$HP

Nasional.

36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 300
- Pasal 305, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, (Jakarta: Sekretariat
Negara, 2023), hlm. 158-160.
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D. Pembaharuan Hukum Pidana

a. Pe$nge$rtian Pe$mbaharu$an Hu$ku$m Pidana

Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana me$ru$pakan su$atu$ u$paya u$ntu$k me$ngkaji u$lang dan

me$mpe$rbaru$i siste$m hu$ku$m pidana de$ngan tu$ju$an me$nye$su$aikannya de$ngan nilai-

nilai dasar bangsa dan ke$bu$tu$han masyarakat. Me$nu$ru$t Kamu$s Be$sar Bahasa

Indone$sia (KBBI), istilah "pe$mbaharu$an" be$rarti prose$s, tindakan, atau$ u$saha

u$ntu$k me$mpe$rbaru $i se$su$atu$
37. Dalam hu$ku$m pidana, pe$mbaharu$an ini me$libatkan

pe$rbaikan te$rhadap siste$m hu$ku$m yang ada, agar se$su$ai de$ngan prinsip-prinsip

ke$tu$hanan, ke$manu$siaan, ke$bangsaan, de$mokrasi, dan ke$adilan sosial.

Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana tidak hanya me$ncaku$p pe$ru$bahan pada te$ks Pasal

hu$ku$m, te$tapi ju$ga me$me$rlu$kan pe$nye$su$aian dalam konse$p dasar dan ide$ologi

hu$ku$m pidana.

Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana yang kompre$he$nsif haru$s me$ncaku$p tiga bidang

u$tama: hu$ku$m pidana mate$riil (su$bstansi), hu$ku$m pidana formil (hu$ku$m acara

pidana), dan hu$ku$m pe$laksanaan pidana. Ke$tiga bidang ini haru$s dipe$rbaharu$i

se$cara be$rsamaan agar prose$s pe$ne$gakan hu$ku$m dapat dilaku$kan se$cara e$fe$ktif

dan tu$ju$an pe$mbaharu$an dapat te$rcapai38. Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana haru$s

me$libatkan re$formasi me$ndalam pada su$bstansi dan stru$ktu$r hu$ku$m pidana u$ntu$k

me$mastikan re$le$vansi dan e$fe$ktivitasnya dalam pe$rke$mbangan sosial saat ini.

b.Tu$ju$an Pe$mbaharu$an Hu$ku$m Pidana

Tu$ju$an u$tama dari pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana adalah u$ntu$k me$ningkatkan

e$fe$ktivitas pe$ne$gakan hu$ku$m dan me$ngatasi ke$jahatan se$cara le$bih rasional dan

se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$han sosial. Pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana me$ru$pakan bagian

dari politik kriminal yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan ke$pada

masyarakat (social de$fe$nce$) dan me$nye$le$saikan masalah sosial me$lalu$i instru$me$n

hu$ku$m. Me$nu$ru$t Barda Nawawi Arie$f, pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana be$rtu$ju$an

u$ntu$k me$mpe$rbaiki su$bstansi hu$ku$m, me$nanggu$langi ke$jahatan se$cara le$bih

e$fe$ktif, dan me$ngatasi pe$rmasalahan sosial yang dapat dise$le$saikan me$lalu$i

37 https://kbbi.web.id/pembaharuan. Arief, Barda Nawawi. (2005)
38 Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 45.
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hu$ku$m39. Pe$mbaharu$an ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nciptakan siste$m hu$ku$m yang le$bih

adil, re$sponsif te$rhadap pe$ru$bahan sosial, dan se$su$ai de$ngan nilai-nilai ke$hidu$pan

bangsa Indone$sia.

c. Me$tode$ Pe$nde$katan dalam Pe$mbaharu$an Hu$ku$m Pidana

Dalam pe$laksanaan pe$mbaharu$an hu$ku$m pidana, te$rdapat tiga me$tode$ pe$nde$katan

yang dapat digu$nakan, yaitu$ Me$tode$ E$volu$sione$r (E$volu$tionary Approach

Me$tode$ ini me$libatkan pe$rbaikan, pe$nye $mpu$rnaan, dan amande$me$n te$rhadap

pe$ratu$ran yang su$dah ada dalam Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP).

Pe$nde$katan ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mpe$rbaru$i pe$ratu$ran yang te$lah lama ada agar

se$su$ai de$ngan pe$rke$mbangan dan ke$bu$tu$han hu$ku$m saat ini.40 Me$tode$ Global

(Global Approach): Me$tode$ ini me$ncaku$p pe$mbu$atan pe$ratu$ran baru$ di lu$ar

KU$HP Nasional u$ntu$k me$ngatasi masalah hu$ku$m yang spe$sifik, se$pe$rti U$ndang-

U$ndang Tindak Pidana Koru$psi atau$ U$ndang-U$ndang Te$rorisme$. Pe$nde$katan ini

be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nangani ke$jahatan yang tidak diatu$r se$cara me$madai dalam

KU$HP Nasional yang ada. Me$tode$ Kompromi (Compromise$ Approach):

Me$tode$ ini dilaku$kan de$ngan me$nambah bab baru$ dalam KU$HP Nasional

me$nge$nai tindak pidana te$rte$ntu$, se$pe$rti ke$jahatan pe$ne$rbangan dan sarana

prasarana pe$ne$rbangan. Pe$nde$katan ini be$ru$saha u$ntu$k me$mpe$rbaharu$i KU$HP

Nasional de$ngan me$masu$kkan ke$te$ntu$an baru$ yang re$le$van de$ngan pe$rke$mbangan

dan ke$bu$tu$han hu$ku$m yang spe$sifik.

Pe$ne$gakan hu$ku$m positif, khu$su$snya di Indone$sia, dapat be$rwibawa di hadapan

masyarakat dan du$nia inte$rnasional jika ke$adilan dapat be$ke$rja dan se$lalu$ be$rada

dalam batas batas hu$ku$m. Tanpa ke$adilan inte$rnal, akan te$rjadi pe$nyimpangan dan

pe$langgaran hu$ku$m te$rhadap siapapu$n yang be$rku$asa atau$ be$rku$asa me$nimbu$lkan

malape$taka bagi tatanan sosial masyarakat dan be$rpote$nsi me$nimbu$lkan kritis

sosial.41

39 Barda Nawawi Arief, Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.
40 H. Muhammad Sholeh, Perubahan dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan
Evolusioner (Yogyakarta: Laksana, 2018), 45-47.
41 Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Dermawan, Rendie
Meita Sari Putri, Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022, hlm. 77.
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E. Kebijakan Kriminalisasi

Ke$bijakan Kriminalisasi me$ru$pakan formu$lasi se$bagai prose$s me$njadikan

su$atu$ pe$rbu$atan yang tadinya bu$kan me$ru$pakan tindak pidana ke$mu$dian kare$na

pe$rbu$atan te$rse$bu$t dapat me$ngakibatkan ke$ru$gian bahkan dapat me$mbahayakan

ke$hidu$pan manu$sia, maka diru$mu$skan dalam pe$ru$ndang-u$ndangan dan diancam

s1de$ngan pidana se$hingga pe$rbu$atan te$rse$bu$t dinyatakan se$bagai tindak pidana,

se$dangkan de$kriminalisasi me$ngandu$ng arti su$atu$ prose$s di mana dihilangkan

sama se$kali Kriminalisasi sifat dapat dipidananya se$su$atu$ pe$rbu$atan.42

Me$nu$ru$t Su$darto, kriminalisasi adalah prose$s pe$mbe$rian labe$l "kriminal" te$rhadap

su$atu$ pe$rbu$atan yang dinilai me$ru$gikan ke$pe$ntingan hu$ku$m masyarakat. Dalam

hal ini, ke$bijakan kriminalisasi haru$s me$mpe$rhatikan asas ke$adilan, ke$manfaatan,

dan ke$pastian hu$ku$m. Soe$tandyo Wignjosoe$broto me$nge$mu$kakan bahwa

kriminalisasi ialah su$atu$ pe$rnyataan bahwa pe$rbu$atan te$rte$ntu$ haru$s dinilai

se$bagai pe$rbu$atan pidana yang me$ru$pakan hasil dari su$atu$ pe$nimbangan-

pe$nimbangan normatif yang wu$ju$d akhirnya adalah su$atu$ ke$pu$tu$san (de$cisions).43

Pe$nge$rtian kriminalisasi dapat pu$la dilihat dari pe$rspe$ktif nilai. Dalam hal ini

yang dimaksu$dkan de$ngan kriminalisasi adalah pe$ru$bahan nilai yang

me$nye$babkan se$ju$mlah pe$rbu$atan yang se$be$lu$mnya me$ru$pakan pe$rbu$atan yang

tidak te$rce$la dan tidak ditu$ntu$t pidana, be$ru$bah me$njadi pe$rbu$atan yang

dipandang te$rce$la dan pe$rlu$ dipidana.44 Pe$nge$rtian kriminalisasi te$rse$bu$t

me$nje$laskan bahwa ru$ang lingku$p kriminalisasi te$rbatas pada pe$ne$tapan

su$atu$ pe$rbu$atan se$bagai tindak pidana yang diancam de$ngan sanksi pidana.

Namu$n me$nu$ru$t Pau$l Cornill, pe$nge$rtian kriminalisasi tidak te$rbatas pada

pe$ne$tapan su$atu$ pe$rbu$atan se$bagai tindak pidana dan dapat dipidana, te$tapi ju$ga

42 Sudarto.Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.Sinar Baru.Bandung,1983.hlm.39-40
43 Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan
Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan
Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15
Juli 1993. Hlm.1
44 Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan
Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia,
Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65
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te$rmasu$k pe$nambahan (pe$ningkatan) sanksi pidana te$rhadap tindak pidana yang

su$dah ada.

Be$rhu$bu$ngan de$ngan masalah kriminalisasi, Mu$ladi me$ngingatkan me$nge$nai

be$be$rapa u$ku$ran yang se$cara doktrinal haru$s dipe$rhatikan se$bagai pe$doman, yaitu$

se$bagai be$riku$t :

1. Kriminalisasi tidak bole$h te$rke$san me$nimbu$lkan ove$rkriminalisasi yang

masu$k kate$gori the$ misu$se$ of criminal sanctio.

2. Kriminalisasi tidak bole$h be$rsifat ad hoc.

3. Kriminalisasi haru$s me$ngandu$ng u$nsu$r korban victimizing baik aktu$al

mau$pu$n pote$nsia.

4. Kriminalisasi haru$s me$mpe$rhitu$ngkan analisa biaya dan hasil dan prinsip

u$ltimu$m re$me$diu$m.

5. Kriminalisasi haru$s me$nghasilkan pe$ratu$ran yang e$nforce$able$

6. Kriminalisasi haru$s mampu$ me$mpe$role$h du$ku$ngan pu$blik.

7. Kriminalisasi haru$s me$ngandu$ng u$nsu$r su$bsosialite$t me$ngakibatkan bahaya

bagi masyarakat, se$kalipu$n ke$cil se$kali

8. Kriminalisasi haru$s me$mpe$rhatikan pe$ringatan bahwa se$tiap pe$ratu$ran pidana

me$mbatasi ke$be$basan rakyat dan me$mbe$rikan ke$mu$ngkinan ke$pada aparat

pe$ne$gak hu$ku$m u$ntu$k me$nge$kang ke$be$basan itu$.45

Pe$ru$bahan sosial dalam masyarakat me$lipu$ti pe$ru$bahan be$sar dalam

su$su$nanmasyarakat yang me$mpe$ngaru$hi se$ndi-se$ndi ke$hidu$pan be$rsama dan

pe$ru$bahan nilai-nilai bu$daya yang me$mpe$ngaru$hi alam pikiran, me$ntalitas se$rta

jiwa. Pe$ru$bahan nilai pada dasarnya adalah pe$ru$bahan pe$doman ke$laku$kan dalam

ke$hidu$pan masyarakat. Asas adalah prinsip-prinsip atau$ dasar-dasar

atau$ landasanpe$mbu$atan su$atu$ pe$ratu$ran, ke$bijakan dan ke$pu$tu$san me$nge$nai

aktivitas hidu$p me$re$ka.46 Se$lain itu$, ke$bijakan kriminalisasi ju$ga haru$s

me$mpe$rtimbangkan nilai-nilai moral, ke$ru$gian te$rhadap ke$pe$ntingan masyarakat,

45 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,1995,
hlm. 256
46 Koentjaraningrat, Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran
Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Binacipta : Jakarta. hlm.25.
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dan ke$se$su$aian de$ngan bu$daya lokal. Hal ini pe$nting agar hu$ku$m pidana tidak

hanya me$njadi alat re$pre$sif, te$tapi ju$ga me$nce$rminkan ke$adilan dan norma sosial

yang be$rlaku$.

Di dalam KU$HP Nasional, ke$bijakan kriminalisasi dan de$kriminalisasi dilaku$kan

u$ntu$k me$nye $su$aikan hu$ku$m pidana de$ngan pe$rke$mbangan masyarakat dan nilai-

nilai hak asasi manu$sia. Hal ini me$ncaku$p pe$nghapu$san be$be$rapa tindak pidana

yang dianggap tidak re$le$van lagi dan pe$nambahan tindak pidana baru$ yang se$su$ai

de$ngan ke$bu$tu$han pe$ne$gakan hu$ku$m saat ini.

Be$rdasarkan pe$nje$lasan di atas, maka ke$bijakan kriminalisasi haru$s dilaku$kan

se$cara hati-hati, me$mpe$rtimbangkan be$rbagai aspe$k sosial, bu$daya, dan hu$ku$m,

se$rta disinkronkan de$ngan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang ada u$ntu$k

me$ncapai tu$ju$an pe$ne$gakan hu$ku$m yang adil dan e$fe$ktif.



30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Di dalam su$atu$ pe$ne$litian, pe$nggu$naan pe$nde$katan masalah be$rtu$ju$an u$ntu$k

me$mpe$rmu$dah pe$ne$liti dalam me$njawab pe$rtanyaan pe$ne$litian dan me$mahami

obje$k yang dikaji. Pada pe$ne$litian ini, pe$ne$liti me$nggu$nakan pe$nde$katan yu $ridis

normatif didu$ku$ng de$ngan yu $ridis e$mpiris.

1. Pe$nde$katan yu $ridis normatif

Pe$nde$katan yu $ridis normatif adalah pe$ne$litian hu$ku$m ke$pu$stakaan yang dilaku$kan

de$ngan cara me$ne$liti bahan bahan ke$pu$stakaan atau$ data se$ku$nde$r be$laka. Se$lain

itu$ e$nde$katan yu $ridis normatif me$nitikbe$ratkan pada pe$ne$litian yang didasarkan

pada kajian atu$ran hu$ku$m, norma-norma hu$ku$m, asas-asas hu$ku$m, doktrin, Kitab

U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana, Kitab U$ndang-U$ndang, lite$ratu$r hu$ku$m, ju$rnal-

ju$rnal hu$ku$m, se$rta pe$ratu$ran lain yang re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian.47

2. Pe$nde$katan yu $ridis e$mpiris

Pe$nde$katan yang dilaku$kan de$ngan me$ngadakan hu$bu$ngan langsu$ng te$rhadap

pihak pihak yang dianggap me$nge$tahu$i hal hal yang dada kaitannya de$ngan

pe$rmasalahan yang se$dang dibahas dalam skripsi ini, pe$nde$katan e$mpiris

dilaku$kan de$ngan cara me$mpe$rhatikan atau$ me$lihat pe$rilaku$ pe$rilaku$ atau$ ge$jala

ge$jala hu$ku$m dan pe$ristiwa hu$ku$m yang te$rjadi di lapangan.48

47 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 78-80.
48 S. N. Santosa, Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Empiris dan Normatif (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2017), 95-98.
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B. Sumber dan Jenis Data

1. Su$mbe$r Data

Su$mbe$r data adalah asal di mana data pe$ne$litian dipe$role$h. Su$mbe$r data dapat

dibe$dakan me$njadi du$a, yaitu$ data lapangan dan data ke$pu$stakaan. Data lapangan

dipe$role$h se$cara langsu$ng dari te$mpat di mana data te$rse$bu$t be$rada, misalnya

me$lalu$i wawancara de$ngan narasu$mbe$r dalam pe$ne$litian ini. Se$dangkan data

ke$pu$stakaan adalah data yang dipe$role$h se$cara tidak langsu$ng me$lalu$i be$rbagai

su$mbe$r se$pe$rti pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, lite$ratu$r hu$ku$m, dan bacaan lain

yang re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian.

2. Je$nis Data

Data yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini dapat dike$lompokkan me$njadi du$a

kate$gori u$tama: data prime$r dan data se$ku$nde$r.

a. Data Prime$r

Data prime$r adalah data u$tama yang diku$mpu$lkan langsu$ng dari su$mbe$rnya

me$lalu$i inte$raksi langsu$ng de$ngan obje$k pe$ne$litian. Dalam pe$ne$litian ini, data

prime$r dipe$role$h me$lalu$i ke$giatan lapangan se$pe$rti wawancara de$ngan

narasu$mbe$r yang me$miliki pe$nge$tahu$an dan pe$ngalaman langsu$ng te$rkait isu$ yang

se$dang dite$liti.

b. Data Se$ku$nde$r

Data se$ku$nde$r adalah data tambahan yang dipe$role$h dari be$rbagai su$mbe$r yang

su$dah ada dan te$rkait de$ngan topik pe$ne$litian. Su$mbe$r data se$ku$nde$r dapat

me$lipu$ti:

1. Bahan Hu$ku$m Prime$r: Doku$me$n hu$ku$m yang me$miliki ke$ku$atan

me$ngikat,se$pe$rti pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, misalnya:

a) U$ndang-U$ndang Re$pu$blik Indone$sia Nomor 1 Tahu$n 1946 jo, U$ndang

U$ndang Re$pu$blik Indone$sia Nomor 73 Tahu$n 1958 te$ntang KitabU$ndang-

U$ndang Hu$ku$m Pidana,
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b) U$ndang-U$ndang Re$pu$blik Indone$sia Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang Kitab

U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana.

c) U$ndang-U$ndang Nomor 39 Tahu$n 1999 te$ntang Hak Asasi Manu$sia.

d) U$ndang U$ndang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 te$ntang jaminan ke$me$rde$kaan

be$ragama dan be$ribadat.

2. Bahan Hu$ku$m Se$ku$nde$r: Su$mbe$r yang me$ndu$ku$ng bahan hu$ku$m prime$r,

te$rmasu$k lite$ratu$r hu$ku$m, bu$ku$-bu$ku$ akade$mik, ju$rnal ilmiah, artike$l, dan

karya tu$lis lainnya yang me$mbe$rikan pe$nje$lasan le$bih lanju$t

atau$ me$mpe$rkaya hu$ku$m yang dite$liti.

3. Bahan Hu$ku$m Te$rsie$r: Su$mbe$r pe$le$ngkap yang me$mbantu$ me$mbe$rikan

pe$mahaman tambahan atau$ me$mpe$rje$las isi bahan hu$ku$m prime$r dan

se$ku$nde$r, se$pe$rti kamu$s hu$ku$m, e$nsiklope$dia, te$ori-te$ori hu$ku$m dari para ahli,

se$rta me$dia lain se$pe$rti artike$l di inte$rne$t, su$rat kabar, dan majalah.

C. Penentuan Narasumber

Di dalam pe$ne$litian ini, te$knik wawancara digu$nakan u$ntu$k me$mpe$role$h data

prime$r dari narasu$mbe$r yang be$rkaitan langsu$ng de$ngan topik yang dibahas.

Adapu$n narasu$mbe$r dalam pe$ne$litian ini me$lipu$ti:

1. Kasu$bdit 1 Dit Re$skrim Polda Lampu$ng : 1 Orang

2. Ke$tu$a Foru$m Ke$ru$ku$nan U$mat Be$ragama Lampu$ng : 1 Orang

3. Dose$n Bagian Hu$ku$m Pidana Faku$ltas Hu$ku$m U$nila : 1 Orang +
Ju$mlah : 3 Orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prose$du$r Pe$ngu$mpu$lan Data

Prose$du$r pe$ngu$mpu$lan data adalah langkah-langkah siste$matis u$ntu$k

me$ngu$mpu$lkan data yang dipe$rlu$kan dalam pe$ne$litian. Prose$du$r yang digu$nakan

dalam pe$ne$litian ini me$lipu$ti

a. Stu$di Ke$pu$stakaan (Library Re$se$arch)

Stu$di ke$pu$stakaan me$libatkan pe$ngu$mpu$lan data de$ngan cara me$mbaca,

me$ne$laah, dan me$ngu$tip be$rbagai lite$ratu$r yang re$le$van de$ngan pe$rmasalahan

pe$ne$litian, se$rta me$nganalisis pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rkaitan

de$ngan topik yang dibahas.49

b. Stu$di Lapangan (Fie$ld Re$se$arch)

Stu$di lapangan adalah prose$s me$ngu$mpu$lkan data se$cara langsu$ng di lokasi

pe$ne$litian me$lalu$i wawancara atau$ ke$giatan tanya-jawab de$ngan narasu$mbe$r

u$ntu$k me$ndapatkan data yang dipe$rlu$kan.50

2. Prose$du$r Pe$ngolahan Data

Se$te$lah pe$ngu$mpu$lan data se$le$sai, langkah se$lanju$tnya adalah me$ngolah data

yang te$lah dipe$role$h. Prose$s pe$ngolahan data dalam pe$ne$litian ini me$libatkan

be$be$rapa tahap:

a. Se$le$ksi Data: Prose$s me$me$riksa ke$le$ngkapan data yang diku$mpu$lkan dan

me$milih data yang re$le$van de$ngan pe$rmasalahan pe$ne$litian.

b. Klasifikasi Data: Pe$nge$lompokan data be$rdasarkan kate$gori yang te$lah

dite$ntu$kan u$ntu$k me$mu$dahkan analisis le$bih lanju$t dan me$mastikan data yang

digu$nakan be$nar-be$nar se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$han pe$ne$litian.

c. Siste$matisasi Data: Pe$nyu $su$nan data se$cara te$rstru$ktu$r de$ngan

me$nghu$bu$ngkan ke$samaan-ke$samaan di antara data, se$hingga me$mbe$ntu$k

49 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2015), 102-104.
50 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2016), 88-90.
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satu$ ke$satu$an yang u$tu$h u$ntu$k dimasu$kkan dalam su$b pokok pe$mbahasan

yang siste$matis gu$na me$mu$dahkan inte$rpre$tasi.

E. Analisis Data

Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan me$tode$ analisis data ku$alitatif, yaitu$ su$atu$ prose$s

u$ntu$k me$ngu$raikan dan me$nginte$rpre$tasikan data dalam be$ntu$k narasi yang

disu$su$n se$cara siste$matis, je$las, dan te$rpe$rinci. Se$lanju$tnya, ke$simpu$lan dibu$at

de$ngan pe$nde$katan de$du$ktif, dimu$lai dari hal-hal yang be$rsifat u$mu$m

me$nu$ju$ ke$pada hal-hal yang le$bih khu$su$s, se$su$ai de$ngan pe$rmasalahan yang te$lah

dite$liti.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Be$rdasarkan hasil pe$mbahasan yang te$lah dilaku$kan, maka dapat diambil

simpu$lan se$bagai be$riku$t:

1. Ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap ke$be$basan be$ragama pada pasal

tindak pidana agama dalam KU$HP Nasional be$ru$pa Ke$bijakan

formu$lasi hu$ku$m pidana me$ru$pakan kompone$n pe$nting dari ke$bijakan

hu$ku$m pidana (pe$nal policy) se$cara ke$se$lu$ru$han. Ke$bijakan formu$lasi

hu$ku$m pidana adalah tahapan awal dalam politik hu$ku$m pidana yang

me$ne$tapkan norma-norma hu$ku$m yang diru$mu$skan dalam pe$ratu$ran

pe$ru$ndang-u$ndangan, te$rmasu$k di dalamnya de$lik agama. Dalam

KU$HP Nasional yang disahkan me$lalu$i U$U$ No. 1 Tahu$n 2023,

ke$bijakan ini te$rce$rmin dalam Pasal 300 - Pasal 305 KU$HP Nasional

yang me$ngatu$r te$ntang tindak pidana te$rhadap agama, ke$yakinan, dan

pe$ribadatan. Ke$bijakan formu$lasi me$ncaku$p prose$s pe$mbe$ntu$kan

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan hu$ku$m pidana, te$rmasu$k pe$ne$ntu$an

tindak pidana apa yang akan dianggap se$bagai tindak pidana dan je$nis

sanksi yang akan dike$nakan be$ru$pa hu$ku$man pe$njara dan de$nda.

2. Implikasi yu $ridis me$nge$nai ke$bijakan hu$ku$m pidana te$rhadap

ke$be$basan be$ragama pada pasal tindak pidana agama dalam KU$HP

Nasional , Salah satu$nya implikasi yu $ridis dari Pasal 300 - Pasal 305

KU$HP Nasional adalah mu$ncu$lnya risiko bahwa norma-norma ini,

me$skipu$n ditu$ju$kan u$ntu$k me$lindu$ngi ke$ru$ku$nan be$ragama de$ngan

me$ngatu$r larangan pe$rmu$su$han, ke$be$ncian, mau$pu$n hasu$tan te$rhadap

agama atau$ ke$pe$rcayaan lain, ju$stru$ be$rpote$nsi be$ru$bah me$njadi pasal

kare$t yang rawan salah tafsir. are$na istilah-istilah se$pe$rti “me$nghasu$t”

tidak dide$finisikan se$cara te$gas dalam u$ndang-u$ndang mau$pu$n



pe$nje$lasannya se$hingga aparat pe$ne$gak hu$ku$m bisa me$narik pe$nafsiran

se$cara lu$as te$rhadap e$kspre$si ke$agamaan, disku$si kritis, atau$ karya

akade$mik yang be$rsifat pu$blik.

B. Saran

1. De$ngan adanya Pasal te$rse$bu$t diharapkan aparat pe$ne$gak hu$ku$m dapat

le$bih e$fe$ktif dalam me$nce$gah dan me$nindak tindakan yang

me$ngganggu$ ke$be$basan be$ragama dan be$rke$yakinan. Namu$n, ju$ga

me$ngingatkan bahwa imple$me$ntasi Pasal te$rse$bu$t haru$s dilaku$kan

de$ngan hati-hati dan tidak disalahgu$nakan u$ntu$k me$mbatasi ke$be$basan

be$ragama. Diharapkan ju$ga agar pe$me$rintah dan aparat pe$ne$gak

hu$ku$m te$ru$s me$laku$kan sosialisasi me$nge$nai isi dan tu$ju$an Pasal

te$rse$bu$t ke$pada masyarakat. Hal ini pe$nting u$ntu$k me$nce$gah

ke$salahpahaman dan me$mastikan bahwa Pasal te$rse$bu$t digu$nakan

se$su$ai de$ngan tu$ju$an awalnya, yaitu$ u$ntu$k me$lindu$ngi ke$be$basan

be$ragama dan me$njaga ke$harmonisan sosial.

2. Diharapkan ke$pada Pe$mu$ka agama dipe$rlu$kan pe$ran dalam

me$nyampaikan nilai-nilai ke$be$basan be$ragama ke$pada masyarakat

lintas agama. Me$lalu$i pe$nde$katan yang inklu$sif dan e$du$katif dari

tokoh-tokoh agama, masyarakat akan le$bih mu$dah me$mahami dan

me$ne$rima prinsip ke$be$basan be$ragama se$bagai bagian dari hak asasi

manu$sia yang dijamin ole$h konstitu$si. Se$lain itu$, re$gu$lasi atau$ u$ndang-

u$ndang baru$ yang be$rkaitan de$ngan ke$be$basan be$ragama ju$ga

pe$rlu$ disosialisasikan se$cara me$nye $lu$ru$h, khu$su$snya me$lalu$i salu$ran-

salu$ran yang de$kat de$ngan masyarakat, te$rmasu$k foru$m-foru$m

ke$agamaan. Hal ini pe$nting me$ngingat tokoh agama se$ring kali

me$miliki pe$ngaru$h be$sar dan dipe$rcaya ole$h komu$nitasnya.

Pe$nde$katan ini diharapkan dapat me$nje$mbatani ke$se$imbangan antara

pe$rlindu$ngan sosial dan ke$be$basan de$mokratis, Pasal 300 - Pasal 305

KU$HP Nasional dapat be$rfu$ngsi e$fe$ktif se$bagai payu$ng hu$ku$m u$ntu$k



me$njaga ke$ru$ku$nan, tanpa me$ngorbankan ke$be$basan be$ragama,

be$re$kspre$si, dan hak asasi.
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